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Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kopdsaha Mikro dan Perdagangan
Kota Pontianak Tahun 2024 — 2026 ini adalah datangka untuk mewujudkaood
Governance yang merupakan tuntutan terselenggaranya manaj&eaererintah yang bersih
dan berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.

Perencanaan strategis merupakan proses sistenai lyerkelanjutan, sehingga
merupakan terobosan dalam pembangunan, terutamiameimajukan perekonomian di bidang
perdagangan, perindustrian, perkoperasian dan Udiina di Kota Pontianak.

Akhir kata semoga Rencana Strategis (Renstra) Diwaeerasi, Usaha Mikro dan
Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2024 — 2026apatdiilaksanakan dan memberi manfaat
bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan danbgngunan khususnya urusan
Perdagangan, Perindustrian, Perkoperasian dan B&kladi Kota Pontianak.

Pontianak, Maret 2023



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan
serentak secara nasiona pada Tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepaa
daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada Daerah Otonomi Baru (DOB) maka dalam
rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan
rancangan KUA-PPAS sebagal rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), kepaa daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 wajib
menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Secara
otomatis, kepala Perangkat Daerah (PD) jugawajib menyusun Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut akan digunakan oleh penjabat (Pj)
kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sistematika, tahapan, dan tata cara penyusunan dokumen Renstra mengacu pada
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Dinas K operasi, UsahaMikro
dan Perdagangan Kota Pontianak, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat
indikatif.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan
Perdagangan Kota Pontianak yang disusun setigp tahun dalam kurun waktu tiga tahun.
Selain itu, dokumen ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, baik evaluasi dokumen
Renstra maupun Renja.

Proses penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota
Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persigpan penyusunan, penyusunan
rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas

Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.



Beberapahal mendasar yang menjadi pertimbangan wajib PD melakukan penyusunan
Renstra Tahun 2024-2026 adal ah:

1. Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan
Kepaa Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, poin KESATU
C.

2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan
dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikas, Vaidas dan Inventarisas Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan K euangan
Dagerah.

3. Tindaklanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2022.

4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan ha
lain yang dianggap perlu.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya
dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun
2024-2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha
Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak untuk tiga tahun anggaran berikutnya yaitu tahun
anggaran 2024-2026.

1.2. Dasar Hukum
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha

Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 adal ah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang sebagai manatel ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat |1 Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin
dan Daerah Tingkat 11 Tabal ong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor
3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kaimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasiona Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (L embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4275).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evauasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022
tentang CiptaKerja



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis
Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781).

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang K ota Pontianak Tahun 2005-2025 (L embaran Daerah Kota Pontianak Tahun
2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor
73).

Peraturan Daerah K ota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah K ota Pontianak Tahun 2013-2033 (L embaran Daerah Kota Pontianak Tahun
2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pontianak Nomor 192).



1.3.

23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota
Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak
Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Pontianak Nomor 191.

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Vaidas, dan Inventarisas Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

25. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi,
UsahaMikro dan Perdagangan K ota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun
2021 Nomor 121).

26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2024-
2026 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
bagi Daerah dengan Masa Jabatan K epala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah
Otonom Baru.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renstra PD dengan dokumen
perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan
urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian berjalan
sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil capaian
kinerja (outcome) Renstra PD melalui evaluasi capaian Renja PD sampai dengan Tahun
2022, evaluas keluaran (output) sampai dengan Tahun 2022, isu-isu strategis, kebijakan
nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan
(stakeholders).
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BAB |1
GAMBARAN PELAYANAN

2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor Tahun 2021, tentang

Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fudgsi Tata Kerja Dinas Koperasi,

Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dipingdeh Kepala Dinas yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepadikdta melalui Sekretaris

Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memb¥#diikota memimpin dan

mengoordinasikan program kerja Dinas Koperasi, Bl9dikro dan Perdagangan yaitu

merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan psayaimum, pengendalian dan

pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar heggdan efisien dan efektif.

Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagaigaa Pontianak :

a. Perumusan kebijakan dibidang Koperasi, Usaha Mikitystri dan Perdagangan;

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Koperasi, Usahadylikdustri dan Perdagangan;

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Kapelsaha Mikro, Industri dan
Perdagangan;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kopé&issha Mikro, Industri dan
Perdagangan;

e. Pelaksanaan administrasi dinas Koperasi, UsahaoMidan Perdagangan Kota
Pontianak; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh WadikBbntianak yang berikaitan
dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mi&roPerdagangan.
Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Md&o Perdagangan Kota Pontianak

terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris;
1. Subbagian Perencanaan; dan
2. Subbagian Keuangan

c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;

d. Bidang Perdagangan

e. Bidang Pasar;

f.  Bidang Perindustrian;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 121 TAHUN 2021

gmx‘;%ﬁgg‘?ﬁgﬂ i B TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK,
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2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dangkmrdinasikan program

kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangeiin ynerumuskan kebijakan

teknis, penyelenggaraaan pelayanan umum, pengandin pembinaan teknis yang

berada dibawahnya agar tugas berjalan efisien fetife

2.1.2 Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan kenjakeknis, fasilitasi,

koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang kestlaatan.

2.1.2.1 Subbag perencanaan
Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugask pafalah
merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dayuswn laporan di
bidang perencanaan. Sedangkan ruang lingkup sularbagrencanaan
meliputi penyusunan bahan koordinasi kegiatan rader pembinaan
rencana program/kegiatan, pelaporan satuan kerja.

21.2.2 Sub bag keuangan
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas poko&lalad
merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dayuswn laporan di
bidang keuangan. Sedangkan ruang lingkup sub b&giaangan meliputi
pelaksanaan administrasi keuangan, pelaporan kanaragministrasi
penerimaan/pendapatan, administrasi penganggamampenbinaan teknis

terhadap fungsional keuangan.



2.1.3 Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyajasu pokok adalah
merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan getay umum, melakukan
pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bitkapgrasi dan U saha Mikro.
Sedangkan ruang lingkup bidang koperasi dan us@ra meliputi pembinaan dan
pengawasan koperasi dan lembaga keuangan sertadaina mikro kecil.

2.1.4 Kepala Bidang Perdagangan;
Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokd&haderumuskan kebijakan
teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakadabinaan teknis, pelaporan
dan evaluasi di bidang perdagangan. Ruang lingkd@ny perdagangan meliputi
logistik dan sarana perdagangan serta pembinaan plrgawasan usaha
perdagangan.

2.1.5 Kepala Bidang Pasar
Kepala Bidang Pasar mempunyai tugas pokok adatmbhmuskan kebijakan teknis,
menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan penmbie&ais, pelaporan dan
evaluasi di bidang pasar. Ruang lingkup bidangmaséiputi registrasi dan retribusi
pedagang pasar tradisional dan informal serta pemhi dan penataan sarana
prasarana pasar tradisional.

2.1.6 Kepala Bidang Perindustrian
Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas peklatah menyiapkan bahan dan
merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan getay umum, melakukan
pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidiachgstri.
Sedangkan ruang lingkup bidang industri meliputasa dan bimbingan produksi
industri, serta pengembangan, pemantauan, pengedahgencemaran industri

2.1.7 UPT
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) mempunyai tygask untuk melaksanakan

kegiatan teknis operasional atau kegiatan tekmsimang Dinas.

2.2.Sumber Daya
2.3.1. Sumber daya manusia dalam hal ini aparatur peraériphng ada dalam suatu
organisasi atau unit kerja merupakan faktor utamdand rangka menggerakkan
organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia le@i&ra kuantitatif maupun
kualitatif menentukan tingkat kinerja suatu orgasis Untuk susunan Pegawai
dapat dilihat pada tabel 2.1 Jumlah Pegawai dgrikepangkatan/golongan ruang,
tabel 2.2 Jumlah Pegawai dari segi pendidikan fornebel 2.3 Jumlah pegawai
dari segi Jabatan Struktural / Eselon, tabel 2.#ildln Pegawai dari Segi
Penempatan Kerja, tabel 2.5 Perkembangan JumbdwRedari Tahun 2011 s/d
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2022 , tabel 2.6 Perkembangan Jumlah Pegawai laekdasPangkat/Golongan dari
Tahun 2011 s/d 2022 dan tabel 2.7 perkembanganabuRggawai berdasarkan
Pendidikan Formal dari Tahun 2011 s/d 2022.

Tabel II.1.
Jumlah Pegawai dari Segi kepangkatan/Golongan Ruang

JENISKELAMIN
NO PANGKAT / GOLONGAN LAKI-LAK]| PEREMPUAN JUMLAH
1 | Pembina Utama Muda /IVc 1 - 1
2 | Pembina Tk. I /IVb 1 - 1
3 | Pembina/lVa 4 2 6
4 | Penata Tk I/llid 3 7 10
5 | Penata/lllc 3 4 7
6 | Penata Tk I/lllb 3 7 10
7 | Penata Muda/llla 6 3 9
8 | Pengatur Tk I/1ld 5 2 7
9 | Pengatur/lic 1 1
10 | Pengatur Muda Tk 1 /llb - - -
11 | Pengatur Muda/lla - - -
JUMLAH 26 26 52
Sumber : Subbag Umum dan Aparatur, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota
Pontianak Tahun 2022
Tabel 11.2.
Jumlah Pegawai dari Segi Pendidikan Formal
TINGKAT JENISKELAMIN
NO PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 S2 6 3 9
2 S1 8 15 23
3 D3 3 2 5
4 SMU 9 6 15
JUMLAH 30 26 52

Sumber : Subbag Umum dan Aparatur, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak
Tahun 2022

Tabel I1.3.
Jumlah Pegawai dari Segi Jabatan Struktural / Bselo

NO TINGKAT ESELON JABATAN JUMLAH

1 B Kepala Dinas 1

2 A Sekretaris 1

3 B Kepala Bidang 4

4 IV A Kepala Seksi/UPTD 5

5 IVB Ka Sub Bag TU UPTD 3

JUMLAH 14

Sumber : Subbag Umum dan Aparatur, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
Kota Pontianak Tahun 2022
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Tabel 11.4.
Jumlah Pegawai dari Segi Penempatan Kerja

GOLONGAN IVic | IVib | Ivia | liiid | Wife | Wb | a | wd | e | Wb | lia
JENIS KELAMIN
JUMLAH
BIDANG L P|L|P|L|P|L|P|L|P|L|P|L|P|L|P|L|P|L|P|L]|P
Sekretariat 1 1 - 2 2 2 2111 1 13
Industri 1 11-1-11 1 4
Koperasi & UM - 1(1 2| - - - 4
Perdagangan -2 1 -1 1)1 6
Pasar 3 - |- -1 - 1 5
UPT Pasar 1|1 1 1 1 5
UPT Jasa Usaha Pasar 1] - -1 -12|-11 5
UPT Metrologi - 2 2122 2 10
JUMLAH 1 1]-]4]2]3]7|1]5|4]8]4a]4a]5]2 1 52
Sumber : subbag umum dan aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak
Tahun 2022
Tabel I1.5.
Perkembangan Jumlah Pegawai dari Tahun 2011 sl 202
No. Tahun Jumlah Pegawai
1 2011 64
2 2012 57
3 2013 57
4 201< 58
5 201% 60
6 201¢ 60
7 201 74
8 201¢ 72
9 201¢ 65
1C 202( 59
11 2021 58
12 2022 52
Sumber : Subbag Umum dan Aparatur, Dinas Koperasi, Usaha
Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022
Tabel 11.6.
Perkembangan Jumlah Pegawai berdasarkan Panglatfaal Tahun 2011 s/d 2022
No. | Golongan Tahun
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | Golongan IV 8 8 10 10 10 8 8 8
2 | Golongan Il 39 39 45 42 42 39 38 36
3 | Golongan Ii 13 13 18 19 13 12 12 8
4 | Golongan | 0 0 1 1 - - - -

Sumber : Subbag Umum dan Aparatur, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tahun 2022
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Tabel 11.7.

Perkembangan Jumlah Pegawai berdasarkan Pendkebkaral dari Tahun 2011 s/d 2022

. - Tahun

No | Tingkat Pendidikan 507515676 T 2017 [ 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | Tamatan S-2 7 7 10 10 9 9 10 9
2 | Tamatan S-1 24 24 25 22 25 23 23 23
3 | Tamatan D-llI 4 4 7 7 6 6 5 5
4 | Tamatan SLTA/sederajat 23 23 31 32 25 21 20 15
5 | Tamatan SLTP/sederajat 2 2 1 1 - - - -
6 | Tamatan SD/sederajat - - - - - - - -

Jumlah 64 57 55 60 72 65 55 52

Sumber : Subbag Umum dan Aparatur, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak
Tahun 2022

2.3.2. Sarana dan Prasarana
Perkembangan sarana dan prasarana yang ada diKaipasasi, Usaha Mikro dan
Perdagangan Kota Pontianak dapat dilihat pada belout ini:

Tabel 11.8. Kondisi Bangunan Gedung dan Ruangan

No SARANA/ PRASARANA JUMLAH KONDIS| KET

1 2 3 4 5

1. | Kantor 1 Gedung Baik

2. | Ruang Kadis 1 Ruang Baik

3. | Ruang Sekretariat 4 Ruang Baik Bersekat
4. | Ruang Bid. Perindustrian 2 Ruang Baik

5. | Ruang Bid. Perdagangan 2 Ruang Baik Bersekat
6. | Ruang Bid. Koperasi & UKM 2 Ruang Baik Bersekat
7. | Ruang Bid. Pasar 4 Ruang Baik Bersekat
8. | Toilet 4 Ruang Baik

9. | Pantri 2 Ruang Baik

10 | Ruang Arsip 2 Ruang Baik Bersekat
11. | Gudang 2 Ruang Baik

Sumber : Sekretariat, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022

Sedangkan perkembangan sarana pendukung Dinas dsgpéisaha Mikro dan

Perdagangan Kota Pontianak adalah sebagai berikut

Tabel 11.9. Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung

KONDISI

No JENISBARANG JUMLAH Bak Kurang Baik | Rusak Berat

1 2 3 4 5 6
1 Motor Dinas 3 3 - -
2 Komputer / PC 59 51 - 8
3 Laptop 7 7 - -
4 Telepon 1 1 - -
5 AC Split 15 14 - 1
6 Brangkas 5 3 - 2
7 Mesin Ketik 22 14 5 3
8 Kursi 119 106 - 13
9 Meja Kerja 111 102 - 9
10 | Televisi 6 5 1 -
11 Infocus 3 2 - 1
12 | Sound System 1 1 - -
13 | Faximile 1 1 - -
14 | Jaringan Internet 6 1 - -

Sumber : Sekretariat, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2022
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2.3.3. Sumber Daya Keuangan
Salah satu sumber daya yang amat mendukung jal@uiaya organisasi adalah
sumber daya keuangan yang dialokasikan. Kondisiapat dilihat dari
perkembangan jumlah anggaran Dinas Koperasi, Ud#tra dan Perdagangan

Kota Pontianak.

Tabel 2.10. Alokasi Anggaran Belanja Langsung
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kodidak

TAHUN

No ANGGARAN NILAI (Rp)

1 2 3

1. 2008 2.544.470.700
2. 2009 2.283.246.057
3. 2010 2.086.648.882
4. 2011 1.993.445.900
5. 2012 4.044.748.000
6. 2013 73.953.727.092
7. 2014 11.468.967.650
8. 2015 7.247.227.760
9 2016 8.097.000.882
10 2017 10.265.115.4Q0
11 2018 9.703.216.346
12 2019 11.055.725.224
13 2020 18.175.314.922
14 2021 12.872.381.7Q7
15 2022 20.413.028.266
16 2023 15.569.370.318

2.3.Kinerja Pelayanan
2.3.1. Pelayanan Industri

Pelayanan sektor Industri yang ditangani Dinas kKageUsaha Mikro dan
Perdagangan Kota Pontianak meliputi :

a. Pembinaan dan pelatihan Industri Kecil dan MenengatAu Industri Rumah
Tangga (IKM/IRT)
Pembinaan dan pelatihan IKM/IRT merupakan upayag@efangan potensi
unggulan daerah yang mampu meningkatkan kualitaskguan IKM/IRT dan
nilai tambah serta menumbuhkembangkan IKM/IRT psitdn dengan
memanfaatkan sumber daya lokal guna memenuhi kedufasal lokal, regional
maupun global. Kinerja pelayanan pembinaan TahuB82 26ebanyak 105
IKM/IRT.

b. Pemeriksaan kelayakan perijinan Industri
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kot#id&ak melaksanakan
pemeriksaan lapangan untuk mengetahui indikasi gmearan industri, upaya
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2.3.2.

2.3.3.

pencegahan pencemaran industri oleh pelaku usaliati kegiatan produksi,
mesin/ peralatan yang digunakan membahayakan pelterflapat safety untuk
permesinan, kejelasan tentang asal mula bahan yaag digunakan, komoditi
yang dihasilkan membahayakan masyarakat atau ,legakerjaan dilakukan
melewati batas kapasitas mesin/peralatan, dan teeg@oduksi industri yang
dilakukan mengganggu masyarakat sekitar. Bilamasda psaat pemeriksaan
lapangan operasional industri tidak sesuai penatanaka di rekomendasikan
untuk dikaji ulang perijinannya. Adapun di tahur22pjumlah permohonan izin

industri dengan resiko tinggi dan menengah adatalzif.

Pelayanan Perdagangan

Pembinaan dan pengawasan perdagangan meliputdaf®an gudang, Fasilitasi
Penerbitan Surat 1zin Usaha Perdagangan Minumaalk®éol Golongan B dan
C, Informasi harga SEMBAKO dan Barang penting Igmnserta informasi
ketersediaan Stok SEMBAKO dan Barang Penting lanriyntuk Informasi
Harga Sembako di Kota Pontianak, DKUMP bekerjasderagan Diskominfo
dalam memberikan informasi harga secara digitahlmielvebsite ataupun aplikasi
JEPIN (Jendela Pontianak Integrasi) pada menu Hé&wgeoditas.

Pelayanan Bidang Pasar

Pelayanan bidang pasar, yang ditangani oleh Dirggeei@si, Usaha Mikro dan

Perdagangan Kota Pontianak meliputi :

a. Pembinaan pedagang dengan melakukan monitoringagér tradisional,
berupa pendekatan secara persuasif kepada pedagaryy melanggar
peraturan. Untuk pedagang yang tidak mengindahkangatan lisan, akan
ditindaklanjuti dengan berkoordinasi kepada SatBatisi Pamong Praja
untuk dilakukan penindakan.

b. Pemeliharaan sarana dan prasarana berupa nmugit@bersihan di pasar
tradisional.

c. Secara rutin, setiap bulan dilakukan pemberstedradap saluran air yang
berada di seluruh pasar rakyat yang dikelola DKagerasi, Usaha Mikro
dan Perdagangan Kota Pontianak.

d. Melakukan pendataan kembali terhadap jumlah geedp dan PKL yang
berada di kawasan pasar tradisional yang akaraditat

e. Melakukan penarikan retribusi sewa kios dardigssar tradisional.

f. Melakukan penagihan terhadap pedagang yang rggainbiaya retribusi

dan pemanfaatan.
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TABEL I1.11

Tarif Retribusi Pasar Tradisional Yang Dibina Ditkaperasi, Usaha Mikro Dan

Perdagangan Kota Pontianak

Sesuai Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2022

NO JENISBANGUNAN BESARAN TARIF
A | Penyewaan Bangunan Pasar
1 | Pasar Tengah
a | Kios Lt Dasar Rp.3.000.000,00/th
b | Kios Lt Satu Rp.2.000.000,00/th
c | Los Rp.2.000.000,00/th
2 | Pasar Kenanga Anggrek
a | Kios Lt Dasar Rp.2.160.000,00/th
b | Los Rp.1.200.000,00/th
3 | Pasar Kenanga Keraton
Los Rp.440.000,00/th
4 | Pasar Belimbing - Jeruju
Los Rp.1.440.000,00/th
5 | Pasar Kapuasindah
a | Kios Lt Dasar Dalam (Blok C,D,E) Rp.400.000,0amM
b | Kios Lt Dasar Luar (Blok A,F,G,H,PS) Rp.500.0@N/th
c | Kios Lt Satu Dalam (Blok A,B,C,D,E,F,l) Rp.300@M00/M/th
d | Kios Lt satu luar (Blok G, H, L) Rp.350.000.001N1
6 | Pasar AR Hakim
Kios Lt Dasar Rp.2.520.000,00/th
7 | Pasar jl Patimura
Kios Lt Dasar Rp.600.000.00/M/th
8 | Pasar Indragiri Barat dan Indragiri Timur
Kios Lt Dasar Rp.450.000.00/M/th
9 | Pasar Teratai
a | Kios Lt Dasar — menghadap JI Kom yos Sudarso (Rp0@.000,00/th
b | Kios Lt Dasar — menghadap JI Ummutalib Rp.30.000,00/th
c | Kios Lt Dasar-menghadap JI Aster Rp.25.000.00th00
d | Kios Lt Dasar-Menghadap Los Rp.30.000.000,00/th
e | Kios Lt satu Luas s/d 4 M2 Rp.4.000.000,00/th
f | Kios Lt satu luas > 4 s/d 8 M2 Rp.5.000.000,00/lth
g | Kos Ltsatu luas > 8 s/d 11 M2 Rp.6.000.000,00fth
h | Kios Lt Satu luas > 11 s/d 14 Mz? Rp.7.000.00a{00
i Kios Lt satu luas > 14 s/d 17 M? Rp.8.000.00000
] Kios Lt satu luas > 17 s/d 20 M? Rp.9.000.000:}@0
k | Kios Lt satu luas > 20 s/d 23 M2 Rp.10.000.00400
I

Kios Lt satu luas > 23 s/d 27 M2

Rp.15.000.000}0

OJ
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NO

JENISBANGUNAN

BESARAN TARIF

m | Kios Lt satu luas > 27 s/d 31 M2 Rp.20.000.00@t0P

n | Los Lt Dasar s/d 1 M2 Rp.1.200.000,00/th

0 | LoslLtDasar>1-3M? Rp. 2.400.000,004th

10 | Pasar Kemuning
Kios Lt satu Rp.4.000.000,00/th

B | Penyewaan Bangunan Pasar Maksimal 20 Tahun

1 | Pasar Flamboyan

a | Kios Lt Dasar (Blok A,B,C) Rp.57.500.000,00

b | Kios Lt Dasar (Blok A,B,C) ada SPTU Rp.26.250.000

c | Kios Lt Dasar (Blok A1, B1, B28, C1, C33) Rp.8005000,00

d | Kios Lt Dasar (Blok D) Rp.77.500.000,00

e | Kios Lt Dasar (Blok D1, D16) Rp.110.000.000,00

f | Kios Lt Dasar (Blok D15, D30) Rp.100.000.000,00

g | Kios Lt Dasar (Blok E, F) Rp.115.000.000,00

h | Kios Lt Dasar (Blok E, F) ada SPTU Rp.55.000.000,

i ?1095: II_:tSISasar (Blok E1, E19, E58, E76, F3, F18, Rp.170.000.000,00

j ?1098: Iﬁggfzg;(g:;k El, E19, E58, E76, F3, F18, Rp.85.000.000,00
Kios Lt Dasar (Blok E9, E10, E20, E28, E29, E38,

K E39, E47, E48(, E57, E66, E67, F1, F4, F5 Rp.150.000.000,00
Kios Lt Dasar (Blok E9, E10, E20, E28, E29, E38,

I E39, E47, E48, E57, E66, E67, F1, F4, F5, F7) adaRp.75.000.000,00
SPTL

m | Los Lt Dasar (Blok A, B, C, D) Rp.10.000.000,00

n | Los Lt Dasar (Blok A, B, C, D) ada SPTU Rp.5.@00,00

0 | Los Lt Dasar (Blok E) Rp.12.000.000,00

p | Los Lt Dasar (Blok E) ada SPTU Rp.5.500.000,00

2 | Pasar Puring

a | Ruko 2 Lantai Rp.250.000.000,00
Ruko 2 Lantai (Blok R(2-8), R12, R13, R15, R16,

b R23, R25, R28(, R29. ée ) Rp.300.000.000,00

¢ | Ruko 2 Lantai (Blok R1) Rp.150.000.000,00

d | Ruko 2 Lantai (Blok R9) Rp.175.000.000,00

e | Kios Lt Dasar — Punya HGB Rp.6.000.000,00

f | Kios Lt Dasar — Punya SPTU Rp.11.000.000,00

g | Kios Lt Dasar — Punya HM Rp.0,00

h Los Lt Dasar — Punya SPTU Rp.2.000.000,00

[ Los Lt Dasar % Meja — Punya SPTU Rp.1.000.000,00

] Los Lt Dasar Rp.3.000.000,00

k | Los Lt Dasar %2 Meja Rp.1.500.000,00

I Los Lt Dasar — Baru Rp.5.000.000,00

m | Los Lt Dasar (Blok P) Rp.2.000.000,00

3 | Pasar Teratai

a | Kios Lt Dasar (Blok AA, BB, FF1, FF24) Rp.40.0000,00
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NO JENISBANGUNAN BESARAN TARIF
b | Kios Lt Dasar (Blok CC) Rp.35.000.000,00
c | Kios Lt Dasar (Blok DD(1-11), EE(1-11), FF(2-12) Rp.30.000.000,00
d gll(;’sll_ltzlzgasar (Blok DD(12-20) EE(12-22) FF(13- Rp.25.000.000,00
e Kios Lt Dasar (Blok EE8) Rp.45.000.000,00
f | Kios Lt Dasar (Blok EE(12-14) Rp.50.000.000,00
g | Kios Lt Dasar (Blok GG3) Rp.60.000.000,00
h | Kios Lt Satu (Blok HH, II) Rp.60.000.000,00
[ Kios Lt Satu (Blok HH, Il) khusus Pedagang YUKA pR0.000.000,00
] Kios Lt Satu (Blok JJ) Rp.65.000.000,00
k | Kios Lt Satu (Blok KK) Rp.70.000.000,00
I Kios Lt Satu (Blok LL) Rp.100.000.000,00
m | Kios Lt Satu (Blok MM) Rp.120.000.000,0(
n Los Lt Dasar — Punya SPTU Rp.4.000.000,00
0 | Los Lt Dasar — Tidak Punya SPTU Rp.6.000.000,00
p | Los Lt Dasar — Pedagang Baru Rp.12.000.000,00
4 | Pasar Kemuning
a | Kios Lt Dasar (Nomor 1, 17, 18, 23) Rp.70.000,000
b | Kios Lt Satu Rp.60.000.000,00
c | Los Lt Dasar (Blok A, B) — Punya SPTU Rp.4.000,00
d Los Lt Dasar (Blok A, B) Rp.6.000.000,00
e | Los Lt Dasar (Blok C) — Punya SPTU Rp.5.000.000,0
f | Los Lt Dasar (Blok D, E) Rp.5.000.000,00
g | Los Lt Dasar (Blok D18) Rp.10.000.000,00

Sesuai Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020

A. RETRIBUSI BULANAN TOKO

NO JENISTEMPAT USAHA BESARAN TARIF
1 Toko berlantai 1 Rp. 200.000,-/Bulan
2 Toko berlantai 2 Rp. 250.000,-/Bulan
3 Toko berlantai 3 Rp. 350.000,-/Bulan

B. Retribus pasar diwajibkan bagi orang pribadi, kelompok, perusahaan, badan
yang melakukan usaha perdagangan/berjualan di dalam dan diluar bangunan
pasar rakyat serta di lingkungan area parkir/halaman pasar rakyat:

NO JENISTEMPAT USAHA BESARAN TARIF
1 Kios Rp. 3.000,-/Hari
2 Los Rp. 2.000,-/ Hari
3 Tenda Rp. 2.000,-/ Hari
4 Bakulan / Hamparan Rp. 2.000,-/ Hari
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2.3.4. Pelayanan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Pelayanan bidang Koperasi dan UKM, yang ditangk Dinas Koperasi, Usaha

Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak meliputi :

a.
b.

Pelayanan Penyuluhan pembentukan Koperasi.

Pelayanan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabaib@nG Pembantu dan
Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Dinas Koperasaha mikro dan
perdagangan Kota Pontianak diberikan kepada Kopgeag bergerak di
bidang usaha Simpan Pinjam seluruh Indonesia. Baggrasi diluar wilayah
Kota Pontianak yang akan membuka Kantor Cabangar@pPembantu dan
Kantor Kas di wilayah Kota Pontianak harus mengajukpersetujuan
Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan KHKatorbeserta
administrasi lainnya dan akan dilanjutkan kepadpaRa/Nalikota Pontianak
atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM RI umhgndapatkankan
persetujuan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang PandsmmKantor Kas di
Kota Pontianak dan dapat beroperasi setelah menhgegraetujuan dari
Pejabat yang berwenang mengesahkan Akta Pendirgan Rerubahan
Anggaran Dasar Koperasi. Begitu juga sebaliknyadfagi Kota Pontianak
yang akan membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantatdor Kas di
wilayah lainnya seluruh Indonesia harus mendapegepguan dari Pejabat
yang menangani urusan Koperasi dimana Koperasitetrsnembuka Kantor
Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas, dan bpai loeroperasi setelah
mendapatkan rekomendasi persetujuan pembukaaonm@abang, Cabang
Pembantu dan Kantor Kas dari Walikota Pontianak asana Menteri Negara
Koperasi dan UKM RI.

Pendataan dan Identifikasi Potensi UKM dilakukgar para pelaku usaha
kecil dan menengah daerah dapat bersaing atau luteyhpadap pesaing-
pesaing yang ada, maka pelaku-pelaku UKM harus smmghadang
usahanya dengan berbagai strategi, salah satuajghadeningkatkan peran
pembinaan Pemerintah Daerah melalui Lembaga yangnbidangi
Pembinaan Koperasi dan UKM pada Dinas Koperasih&saikro dan
perdagangan Kota Pontianak melalui Pemutakhirara dadkM Kota
Pontianak, mempertahankan pangsa pasar yang tdtalsabagai strategi
jangka pendek, meningkatan kualitas dan mutu prgadaduk UKM menjadi
lebih unggul dari pada produk-produk luar daerakBn@mbus pasar-pasar
baru atau meningkatkan pangsa pasar sebagai st@egram jangka
menengah dan jangka panjang, menciptakan kegiaanyang produktif
dengan daya saing tinggi, serta mengembangkan usaim baru tanpa
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mematikan usaha yang telah ada. Pendataan danfikdentPotensi juga
untuk mengetahui jumlah UKM dan potensi yang addapdsaha Mikro,
Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang dapat dikerkbargesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang ulahan,
Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usakeo,M{ecil, dan
Menengah. Dimana, dalam PP dijelaskan bahwa Usaki Mdalah usaha
Produktif milik orang perorang dan/atau badan uspbBeorangan yang
memenuhi kriteria modal usaha s/d 1 Miliar dan Gmsaksimal s/d 2 Miliar;
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yanglidesendiri, yang
dilakukan orang perorangan atau badan usaha y&«amnbuerupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yandgkuidikuasai oleh usaha
menengah atau usaha besar yang memenuhi kritedalmsaha lebih dari 1
Miliar s/d 5 Miliar dengan omset lebih dari 2 Milis/d 15 Miliar; sedangkan
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif pardjri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorang atau badan usahaly#an merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiligpdemodal usaha lebih
dari 5 Miliar s/d 10 Miliar dan omzet lebih dari Miliar s/d 50 Miliar.
Dengan dilakukannya pendataan secara rutin daalbetiharapkan program
pembinaan, pengembangan tepat sasaran.

Pembinaan, Pengembangan, Pemantauan Usaha Mlilkkota Pontianak
dilaksanakan secara rutin dan berkala setiap tafaunRembinaan dan
Pengembangan yang dilakukan berupa program PenargRe&ngembangan
Usaha Koperasi, Pengembangan Kewirausahaan damg¢idan Kompetitif
UKM, dan adanya Program Penciptaan lklim Usaha-blskcil yang
Kondusif. Program-program Pembinaan, Pengembamganantauan UKM
yang ditangani Dinas Koperasi, Usaha mikro dand&mngan Kota
Pontianak meliputi Kegiatan Pameran dan Gelar Rréayperasi dan UKM,
Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM dan Calon Wirhas®inas koperasi,
Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak melaksanprogram ini
bertujuan untuk mendukung dan menumbuhkembangkaahdJdMikro
sebagai ujung tombak pembangunan dimana pelakuaUktkro dapat
bersaing dengan meningkatkan kualitas dan mutuugratherah menjadi
lebih unggul dan dapat menembus pasar baru darjpadiak yang serupa
dari luar daerah, sesuai dengan kebijakan pemkbrigdta Pontianak. Potensi
masalah yang banyak dihadapi oleh Usaha Mikro hd#déam hal : bidang
permodalan, bidang pemasaran, bahan baku, tenggal&a manajemen. Hal

ini yang mendorong Pemerintah Kota Pontianak khusu®inas Koperasi,
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Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak untué&ks@nakan kegiatan
pembinaan dan pengembangan ukm sesuai denganimdésadah sehingga
Usaha Mikro diharapkan mampu dan menjadi penyokaama ekonomi di
Kota Pontianak ini. Potensi masalah pada bidangsakgendanaan, Dinas
Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan melakukan atiRah
Kewrirausahaan bekerjasama dengan pihak PerbanRada bidang
Pemasaran, kegiatan yang mendukung dengan meng&ugran-pameran
baik di Provinsi kalimantan Barat dan di luar PreviKalimantan Barat. Pada
bidang Manajemen, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dard&yangan
melaksanakan kegiatan Pelatihan Kewirausahaan jas&sra dengan

Universitas Negeri di Kota Pontianak.
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Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Ugiltra dan Perdagangan Kota Pontianak

Tabel 11.12

W | mdiksion Kinecs sesini Tiigas dan Bingss Deranigknt Dasrab 1]\;; i:;;.\l lI'a:;riut ]n[da][ﬁ;;r Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun Realisasi Capaian pada Tahun Rasio Capaian pada Tahun
Lainnya "0 T 2001 | 2022 | 2023 | 2ooa | 20s0 ] 2021 | 022 [ 2023 | 2024 | 2070 2021 2002 | 2023 | 2024
! 2 3 4 3 [ 7 8 9 in 11 12 i3 14 15 16 17 18 19 E
I JPersentase Pasar rakvat binaan vang memenuhi SNI pasar 5,88% 5,88% 11,76% 11,76% 11,76% 5,88% 16.67%) 13.,04%) 1 2.8 1.1 = =
I Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang 70% 75%
Dimanfaatkan
| Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang 11,76% 11,76% 35,29% 44,12% 50,00% 11,76% | 11,76% | 34,78% 1 1 0,99 . .
tingkatkan
11_|Persentase stok SEMBAKG yang memenuhi kebutuhan 100% 100% 100% 100% 100% 100% | 100% | 100% [ 1 1 - -
11 |Persentase stok sembako dan barang penting lainnya 100% 100%
Persentase pelaku usaha yang memperoleh 1zin sesuai dengan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% | 100% I 1 1
I |ketentuan ( TUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan - =
IUTMAUTS/SIUP Toko Swalayvan
o | Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang 83% 83% 92% 92% 100% 83% 92% 92% 1 1.1 1
- cnting ~ ~
III |Volume Ekspor | ton ) 554 354] 554354| 575006| 5B0.360) 610.880| 5543541 1ssEoi| 8sEnl 1 20,20 19,44 - -
I |Persentase Pelaku Usaha eksport yang dibina 39% 39% 24% 27% 38% 39% 39% 24% 1 1 1 - -
v Persentase hasil temuan pegawasan barang beredar yang ditindak 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 1 1 ~ ~
lanjuti
| Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTTH 97% 97% 97% 98% 99% 97% 100% | 100% 1 1,0 1,0 : :
) bertanda tera sah yang berlaku
y [Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan 40% 40% 40% 50% 60% 40% 40% 40% L 1 1 " 8
Produk Dalam Negeri
| Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% L 1 1 = =
event rapatisosialisasi‘kegiatan sejeni
Vi persentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri 25% 25% 26% 27% 28% 25% 16,67% | 33% 1 0.67 127 ) )
III |P pertumbuhan jumlah pelaku industri kecil 2,42% 2,5%
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% | 100% L 1 1
turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan - -
dalam RPIP
VIl |Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan 90% 90% 90% 90% 90% 90% 85% 100% L 0.94 1,11 - -
1 1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota 2.47% 2.47%) 2.50%| 2.60%| 2.60%| 2.47%| 3.38% | 3.49% 1 1,37 1,40 5 %
2. Persentase jumlah hasil pemantauvan dan pengawasan dengan 1 1 1
2 |jumlah izin usaha industri (1U1) Kecil dan Industri Menengah 64 85% | 64.85% H5% T0% T5% 64 85% |64 85% ] 65% - -
vang dikeluarkan oleh instansi terkait
03 Persentase jumlah hasil pemantavan dan pengawasan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 1
3 |dengan jumlah Izin Perluasan Industri (1PUL Kecil dan Industri - -
Menengah vang dikeluarkan oleh instansi terkait
WVIII | Persentase pertumbuhan industri 2.18% 2.18% 2.36%) 2.42% 2.50%] 2.18% | 3.38% | 3.49% | 1,55 1,48 - -
1 1 | I 1
I |Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini l:llokumcn :it.'!kul'l'll.‘l'l |.Iiokunlcn ét‘lkumcn éokumcn Llinkumcn dokume |dokume - -
s n
IX |perseniase koperasi aktif 9540% | 9540% | 9580% 96% 97% 95.40% J94.72%|94.72% 1 0,99 0.99 - -
IV |persentase koperasi aktif 96% 97%
Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam 0.57% 0.57% 0,96% 1,15% 1,53% 0,57% 1.17%]  0.96% 1 2.04 1.00 = -
Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi 19% 19% 19% 29% 38% 19% 14.48%] 18,92% ! 0.76 0.99 4 <
Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 19% 31% 23% 23% 29% 19%% 31%) 19.00%0) 1 1 (183 - -
Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 10% 10% 23% 14% 19% 10%% 10% 23% 1 1 1 - -
X |Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru 4.22% 4.22% 4.30% 4.50% 5.00% 4 2205 T.17%] 4,48%) 1 1.70 1.04 - -
V |Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru 4,50% 5.00%
Persentase Usaha Mikro yvang diberdayakan 3% 3% 5% 9% 12% 3% 3% 3% L 1 0,67 -
Persentase Usaha Mikro vang meningkat skala usahanva 2% 2% 3% 5% 7% 2% 2% 2% I 1 0.5 - -

[1-15



Tabel 11.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Reday2inas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangaa Rohtianak

Uraian

Anggaran pada Tahun

Realisasi Anggaran pada Tahun

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun

Rata-rata Pertumbuhan

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

2024

Anggaran
(%)

Realisasi

(%)

E)

5

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN
IKLUXGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

Rp

Rp

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA
BAGI USAHA MIKRO KECIL. MENENGAH

Rp

60.130.000

Rp

60.030.000

1,00

PROGRAM PENINGKATAN TIKLIM USAHA KOPERASI USAHA
MIKRO KECIL. MENENGAH (KUMKM)

Rp

Rp

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KET EMBAGAAN
KOPERASI DAN UKM

Rp

448.033.020

Rp

423.522.723

0,95

IPROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Rp

52.526.425

52.490.000

1.00]

IPROURAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

Rp

1.331.500

1.331.500

1,00}

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL

Rp

3.710.458.100

3.563.920.192

PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM
NEGERI

Rp

38.808.900

Rp

38.803.500

1,00}

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN

Rp

2.268.275.750

Rp

2.261.287.378

1.00]

IPENGEMBANGAN IKM DAN INDUSTRI KREATIF

Rp

44.184.000

Rp

44.184.000

1.00,

PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA ARGO DAN HASIL HUTAN
(IKAHH)

Rp

Rp

PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA
DAN ANEKA

Rp

500.000

Rp

500.000

1,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Rp

11.551.067.227

Rp

9.274.506.158

Rp

9.360.362.966

Rp

9.500.329.114

10.239.244.263

Rp

8.877.283.339

Rp

8.795.338.606

0,89

0.96]

0,94

-5,76

-7.11

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN

Rp

2.312.089.341

Rp

2.440.423.000

Rp

3.543.345.500

Rp

2.303.376.750

Rp

2.395.839.267

1,00

0,98

25,37

4,01

|PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Rp

38.940.000

Rp

52.035.000

Rp

15.188.900

Rp

w

5.189.000

Rp

47.955.000

0.90)

0,92

-18,59

36,28

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN
POKOK DAN BARANG PENTING

Rp

86.963.300

Rp

5.694.867.200

Rp

94.364.900

Rp

=]
o

.137.249

Rp

2.334.850.200

0,98

0,41

3175,12

2642.45

IPROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Rp

Rp

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN

Rp

n

355.845.181

Rp

405.325.000

Rp

345.852.910

Rp

W
Y
o

.027.065

Rp

0.97|

0,98

14,84

|PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM
NEGERI

Rp

Rp

9.357.000

Rp

10.000.000

Rp

Rp

0,00

IPROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Rp

170.755.250

Rp

387.224.100

Rp

142.813.900

Rp

165.325.400

Rp

279.980.320

0,97

31,83

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
KABUPATEN/KOTA

Rp

3.201.000

Rp

3.200.000

Rp

900.200

Rp

3.195.000

Rp

2.900.000

1.00]

0,91

-35,95

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI
NASIONAL

Rp

Rp

6.443.800

Rp

5.443.500

Rp

Rp

5.963.800

0,93

JPROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Rp

Rp

Rp

Rp

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Rp

16.846.838

Rp

36.823.200

Rp

18.848.000

Rp

15.908.000

Rp

29.838.000

0.94

0.81

34,88

IPROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Rp

Rp

7.305.800

Rp

2.670.700

Rp

6.285.800

0,86

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Rp

394.448.639

Rp

400.800.000

Rp

427.259.700

Rp

394.448.430

Rp

399.600.140

1,00

1,00

4,11

1.31

Rp

Rp

Rp

3.728.800

Rp

Rp

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA

IPROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
|KECII,1 DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Rp

18.000.000

Rp

12.700.000

Rp

12.700.000

Rp

18.000.000

Rp

10.450.000

1.00]

0.82

-14.72

-41.94

Rp

200.786.000

Rp

1.596.161.200

Rp

1.445.924.194

Rp

198.924.194

Rp

1.588.693.000

0.99)

1,00

342,77

698.64

IPRO GRAM PENGEMBANGAN UMKM

| TOTAL

Rp

18.175.314.922

Rp

12.872.381.707

Rp

20.413.028.266

Rp

15.569.370.318

Rp -

Rp

16.685.313.556

Rp

12.441.814.427

Rp

16.293.932.895

Rp -

Rp -

0,92

0,97|

0,80

1,89
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2.4.Kelompok Sasaran Layanan
Dalam memberikan pelayanan, Dinas Koperasi, Usall@oMdan Perdagangan Kota

Pontianak memiliki sasaran layanan yakni Kopegaalaku Usaha Mikro, pelaku Industri Kecil

Menengah, usaha Perdagangan serta pedagang Plgatr Btaaan.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, DKUKiRta Pontianak juga diberi
dukungan dari mitra seperti Badan Pengawas Obatlidikanan, PT.Bank Pembangunan Daerah

Kalimantan Barat (Bank Kalbar), Perum Bulog dll.
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BAB |1

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan

Tabel IlI.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Priorit&zadaran Pembangunan Daerah

ng

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 Kualitas Produk Belum optimalnya peningkatan kualitasidak ada jaminan kepada konsumern
Industri belum produk melalui standarisasi dan akan kualitas produk sehingga
memenuhi standar | sertifikasi produk seperti sertifikasi menimbulkan ketidakpercayaan
global halal, Hak atas Kekayaan Intelektual | konsumen. Produk sulit menembus
(HaKl), dan PIRT, dll pasar global.
2 Kualitas SDM pelaku| Pelaku industri di Kota Pontianak Skala usaha tidak berkembang,
Industri tumbuh berkembang dengan pendapatan cenderung konstan,
peralatan/mesin seadanya, penguasadtesejahteraan tidak dapat ditingkatkan,
teknologi, penguasaan desain dan PDRB sektor Industri sulit
rancang bangun pengembangan ditingkatkan.
industri masih rendah.
3 Akses Permodalan Belum tersedianya perbankan yang
khusus ditunjuk pemerintah untuk
pembangunan industri per sektor
(misalnya: bank khusus untuk
agro,untuk industri, untuk migas, untuk
IKM, dan lain sebagainya), dengan
tingkat bunga kompetitif, serta masih
belum optimalnya peran CSR.
4 Digitalisasi industri | Digitalisasi industri bertujuan untuk | Transformasi digital mendukung
dan UMKM meningkatkan produktivitas, efisiensi; pembangunan industri yang inklusif
dan nilai tambah yang memberikan | (menciptakan asas dan kesempatan
peluang untuk berkembang yang luas secara berkeadilan) dan
berkelanjutan dengan memperbesar
partisipasi pelaku UMKM dalam
global value chain serta memperkuat
SDM sektor IKM sehingga bisa naik
kelas, semakin maju dan berdaya sai
5 Green Industry mendorong berjalannya ekonomi penghematan/efisiensi penggunaan
sirkular, serta mengoptimalkan sumberdaya alam untuk pembangunan
pemanfaatan sumber daya alam melalyang berkelanjutan
industri hijau
6 Inflasi global Inflasi yang dialami hampir semua | Terjadi peningkatan biaya produksi d
negara menyebabkan terjadinya biaya logistik yang apabila diatasi
peningkatan harga bahan baku industrdengan meningkatkan harga jual
produk akan menimbulkan risiko
7 | Kenaikan BBM dan | Kenaikan BBM dan TDL dapat kehilangan sebagian
Tarif Dasar Listrik | meningkatkan biaya operasional konsumen/pelanggan, di sisi lain
apabila menekan harga jual akan
menyebabkan berkurangnya
keuntungan.
8 Hilirisasi Industri Perdagangan luar negeri (ekspor) Meningkatkan nilai tambah sehingga

masih didominasi oleh produk hulu
(bahan mentah)

harga jual dapat ditingkatkan dan pad
akhirnya berdampak pada
meningkatnya kesejahteraan

a

masyarakat

-1



an

di

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

9 Distribusi Perdagangan dalam negeri Rentan terhadap Inflasi
Perdagangan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas

dan efisiensi distribusi di dalam negeti
masih rendah yang ditandai dengan
margin distribusi perdagangan dalam
negeri juga masih relatif sangat
berfluktuatif. Hal ini disebabkan
karena tingkat integrasi perdagangan di
3 (tiga) tingkatan akhir : Pasar,
pengumpul, Grosir dan Eceran masih
lemah. Kondisi tersebut sangat rawar
di Kalbar khususnya Pontianak karena
produk-produk konsumsi di Pontianak
utamanya berasal dari luar Pontianak
bahkan dari negara tetangga. Padahal
sistem logistik Kota Pontianak sangat
tidak efisien karena pelabuhan dan
infrastruktur lainnya yang tidak
layak/memadai.

10 Perlindungan Kegiatan Perlindungan Konsumen Rendahnya perlindungan konsumen
Konsumen masih dihadapkan pada kurang menyebabkan tidak adanya jaminan

tersedianya SDM yang memiliki kepastian hukum untuk memberi
kompetensi untuk pengawasan barangperlindungan kepada konsumen
dan jasa misalnya Petugas Pengawas terhadap kerugian yang mungkin
Barang dan Jasa (PPBJ), Penyidik | diderita apabila penjual melakukan hal-
Pegawai Negeri Sipil Perlindungan | hal yang dilarang dalam hukum
Konsumen (PPNS-PK), PPNS Tanda

Daftar Perusahaan (TDP). Belum

optimalnya sosialisasi kepada

masyarakat untuk menjadi konsumen

yang bijaksana dan pintar, sehingga

mau pro-aktif memberikan pengaduan

indikasi/kemungkinan pelanggaran

hak-hak konsumen baik dalam

memperoleh barang dan jasa.

11 Kebersihan dan Pasar tradisional masih banyak yang| Pasar yang bersih, sehat, tidak kotor,
Kenyamanan di Pasdrbelum memenuhi SNI dan tidak kumuh akan menimbulkan
Tradisional kenyamanan bagi penjual, pembeli d

masyarakat pengguna lainnya.

12 | Optimalisasi Pedagang enggan menempati lantai dikeemanfaatan Aset tidak optimal, terja
pemanfaatan kios pada pasar tradisional karena jarang| kelebihan kapasitas pedagang di lantai
lantai dua pada Pasar ada pengunjung. dasar sehingga menimbulkan
tradisional yang kekumuhan
kosong

13 Dukungan Sarana | Masih ada pasar yang dibangun namuRedagang dan Pengunjung enggan
Prasarana Pasar belum memiliki sarana prasarana memanfaatkan pasar yang sudah

pendukung dibangun

14 Kelembagaan Mayoritas UMKM yang berbentuk Skala usaha yang sulit berkembang

UMKM

usaha perorangan masih dikelola seg
tertutup dan belum memiliki legalitas
usaha

ara
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Lai

na

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
15 Kelembagaan dan | Rendahnya pemahaman perkoperasiaRendahnya kapasitas dan kualitas
SDM Koperasi oleh para pengelola, pengurus maupumengelola koperasi menyebabkan
anggota Koperasi, rendahnya pengelolaan Koperasi yang tidak ses
partisipasi anggota serta rendahnya | dengan nilai, identitas dan jati diri
pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi. Semakin menurunnya citra
(RAT) oleh Koperasi aktif. Koperasi di tengah masyarakat, kare
banyak Koperasi tidak aktif dengan
Legalitas yang tidak memadai, terlilit
persoalan hukum, bahkan pengurus,
anggota, akte serta alamat yang sulit
untuk diidentifikasi
16 | Akses Koperasi dan | Keterbatasan akses Koperasi dan Terbatasnya akses Koperasi dan

UMKM terhadap
Sumberdaya
Produktif

UMKM kepada sumberdaya produktif
seperti bahan baku, permodalan,
teknologi, sarana pemasaran serta
informasi pasar. Dalam hal pendanag
utamanya Koperasi dan UMKM
memiliki permasalahan karena modal
sendiri yang terbatas, tingkat
pendapatan rendah, aset jaminan da
administrasi tidak memenuhi
persyaratan perbankan. Bahkan bagi
Usaha Mikro dan Kecil sering kali
terjerat rentenir/pihak ketiga dan

UMKM terhadap sumberdaya

produktif berdampak pada rendahnys

produktivitas dan daya saing produk
rKoperasi dan UMKM

kurang tersentuh lembaga pembiayaan.

Adapun berkaitan dengan akses
teknologi, kebanyakan Koperasi dan
UMKM mengunakan teknologi
sederhana, kurang memanfaatkan
teknologi yang lebih memberikan nila
tambah produk. Demikian juga
Koperasi dan UMKM sulit untuk
memanfaatkan informasi
pengembangan produk dan usahany
Upaya pemberdayaannya juga diliput
dengan adanya ketimpangan dalam

[d

penguasaan sumberdaya produktif baik

antar pelaku usaha, antar daerah
maupun antara pusat dan daerah.

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

3.2.1 Isu Strategis Bidang Industri

Beberapa isu strategis yang terkait dengan bidashgstri, sebagai berikut:

Perkembangan usaha industri pengolahan berbasibesudaya alam lainnya

(perkebunan, hasil pertanian lainnya dan pertandrgngasih sangat lamban dan hanya

berbentuk industri hulu yang relatif peningkatalairtambahnya sangat kecil.

Penguatan sisi produksi baik itu untuk barang korsssektor primer misalnya pertanian,

juga untuk barang-barang industri (olahan) belytmaal.

Banyak pelaku industri yang mengalami kendala dagembuatan Izin. Izin

Mendirikan bangunan (IMB) adalah izin yang dibankoleh Pemerintah Daerah kepada

orang pribadi atau badan hukum untuk mendirikatuso@ngunan yang dimaksudkan agar
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desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesigan rencana tata ruang yang
berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunaB)Kdefisien luas bangunan (KLB),
koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan letak kikbangunan yang ditetapkan dan
sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yamgnpati bangunan tersebut. Kendala
teknis yang dihadapi pelaku industri dalam pengamyserijinan yaitu gambar bangunan
industri, waktu penyelesaian izin yang belum tepaktu, diskriminatif dalam proses
pengurusan perijinan, tidak tranparansi biaya persan ijin, birokrasi yang belum pro-
bisnis dan masih ada pungutan liar dalam perijindastri.

Pelaku industri juga masih kurang peduli denganpamting perijinan industri,
seperti sertifikasi halal, Hak atas Kekayaan Ikteial (HaKl), dan PIRT. Kegiatan usaha
yang berkaitan dengan pangan di Kota Pontianak amtnmkan label halal tanpa
mengajukan pendaftaran ke Lembaga Pengkajian Pa@imt-Obatan dan Kosmetika
Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.

Pelaku industri di Kota Pontianak tumbuh berkembadeggan peralatan/mesin seadanya,
penguasaan teknologi, penguasaan desain dan rabeaggn pengembangan industri
masih rendah.

Pertumbuhan IRT/IKM terus bertambah, tidak diimbatgngan jumlah tenaga
Pembina di sektor industri, sehingga banyak indikstang terpantau apakah masih aktif
beroperasi, penggunaan bahan berbahaya pada prakanan dan minuman.

Sektor industri masih didominasi oleh industri gai@aga kerja yang memiliki rantai
pendek sehingga penciptaan nilai tambah juga frefatil. Industri dimaksud lebih
menekankan penggunaan tenaga manusia untuk metakekarosesan tahap awal yang
berupa sedikit peningkatan mutu komoditas tanpaguigeth menjadi produk olahan. Dan
masalah perburuhan (pesangon, premi Jamsostek, daviRain—lain).

Belum tersedianya perbankan yang khusus ditunjukepatah untuk pembangunan
industri per sektor (misalnya: bank khusus untulo amtuk industri, untuk migas, untuk
IKM, dan lain sebagainya), dengan tingkat bunga pxetitif.

3.2.2 Isu Strategis Bidang Perdagangan
Beberapa isu strategis yang terkait dengan bidamdpgangan adalah sebagai berikut :
Perdagangan luar negeri Ekspor Kalimantan Baratihmadidominasi oleh
produk-produk hulu dengan dominasi beberapa kotin@@itu karet, kayu). Total nilai
dan volume ekspor Kalbar juga masih sangat fluktdah tergantung pada Negara tujuan
ekspor tradisional seperti US, China, Koregyadg, dan Singapura).
Penyalahgunaan perdagangan tradisional lintas batag memberikan ekses-ekses
negatif terhadap perdagangan dalam negeri (meremwdbdsahan pangan illegal dari
negara tetangga ke Kalbar seperti gula) dan inddateam negeri (merembesnya bokar ke

negara tetangga).

-4



Perdagangan dalam negeri menunjukkan bahwa tirejkktivitas dan efisiensi
distribusi di dalam negeri masih rendah yang d#andengan margin distribusi
perdagangan dalam negeri juga masih relative sdregfltiktuatif. Hal ini disebabkan
karena tingkat integrasi perdagangan di 3 (tigngjkiatan akhir : Pasar, pengumpul, Grosir
dan Eceran masih lemah. Kondisi tersebut sangadrraiv kalbar khususnya Pontianak
karena produk-produk konsumsi di Pontianak utaraamgrasal dari luar (Pontianak)
bahkan negara tetangga) . Padahal sistim logisbta Pontianak sangat tidak efisien
karena pelabuhan dan infrastruktur lainnya yangktidyak/memadai. Akibatnya inflasi
selalu tinggi (diatas nasional) dan pertumbuhameko dibawah pertumbuhan nasional.
Kegiatan Perlindungan Konsumen Kalimantan Baratiimdghadapkan pada kurang
tersedianya SDM yang memiliki kompetensi untuk @evasan barang dan jasa misalnya
Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ), Penggiilv® Negeri Sipil Perlindungan
Konsumen (PPNS-PK), PPNS Tanda Daftar Perusahdai®)(Penyebab lainnya adalah
belum operasionalnya lembaga/Badan Penyelesaiagk&anKonsumen (BPSK), belum
sosialisasi yang lebih insentif kepada masyarak@tkumenjadi konsumen yang bijaksana
dan pintar, sehingga mau pro-aktif memberikan peuoga indikasi/ kemungkinan

pelanggaran hak-hak konsumen baik dalam mempealeing dan jasa.

3.2.3 Isu Strategis Bidang Pasar
Beberapa isu strategis yang terkait dengan bigasgr adalah sebagai berikut :

Tidak tertibnya para pedagang dalam membuang saripdiah yang dihasilkan
dari aktivitas usaha yang dilakukan pedagang dakimri sangat besar dan diperparahkan
lagi dengan kebiasaan pedagang yang membuang lisdralbarangan, hal ini akan
membuat pasar menjadi kumuh, kotor dan tidak sehat.

Ketidaksesuaian beban kerja antara petugas yamantddk dengan luas pasar yang
ditangani. Pengelolaan kebersihan pasar diserdkdqaada petugas pekerja harian lepas
dengan kontrak dan pembagian petugas tidak selzaddimgan pasar yang ditangani.
Lantai los pasar serta saluran air (drainase) baysag rusak serta sumbat sehingga pasar
menjadi kumuh dan kotor akibat dari kurang begii IPAL, Pembuatan penutup saluran
air secara permanent dari bahan semen cor sehjikggarjadi penyumbatan saluran tidak
dapat diketahui.

Terbatasnya personil pemungut retribusi pasamik&r PAD Dinas Koperasi,
Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalaibusi pasar, dan keterbatasan

personil membawa dampak realisasi pencapaian tgagegtditetapkan.
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3.2.4 Isu Strategis Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Beberapa isu strategis yang terkait dengan bidaopetasi dan Usaha Mikro adalah
sebagai berikut :

Masih banyaknya usaha mikro yang sulit berkembangra tidak mencapai skala
usaha yang ekonomis. Dengan badan usaha peror&edfpamyakan usaha dikelola secara
tertutup, dengan Legalitas usaha dan administragembagaan yang sangat tidak
memadai. Upaya pemberdayaan UMKM makin rumit karpmalah dan jangkauan
UMKM demikian banyak dan Luas, terlebih bagi wilayRontianak Utara dan Pontianak
Timur. Lemahnya kelembagaan ini juga terjadi padadfasi karena rendah pemahaman
perkoperasian oleh para pengelola, pengurus maampgota Koperasi. Kondisi ini cukup
memprihatinkan, tidak saja jika dilihat dan rendahipartisipasi anggota dalam usaha
Koperasi, tetapi juga dapat dilihat dan rendahmglaksanaan Rapat Anggota Tahunan
(RAT) oleh Koperasi aktif. Dengan kondisi sepgttj menunjukkan bahwa kapasitas dan
kualitas para pengelola Koperasi, sebagian besaihnsgangat rendah. Hal ini juga
mengindikasikan bahwa telah terjadi pengelolaanekagi yang tidak sesuai dengan nilai,
identitas dan jati diri Koperasi. Semakin rnembuyk citra Koperasi di tengah
masyarakat, karena banyak Koperasi tidak aktif derigegalitas yang tidak memadai,
terlilit persoalan hukum, bahkan pengurus, anggaitée serta alamat yang sulit untuk
diidentifikasi, adalah persoalan-persoalan akutgypearlu segera ditangani. Sementara
harapan untuk melakukan perubahan tidak mungkerali&an pada masyarakat, karena
kesadaran untuk berkoperasi belum sepenuhnya turbbtkembang sebagai sebuah
kebutuhan.

Koperasi dan UMKM juga menghadapi persoalan rengiaknalitas sumberdaya
manusia. Kebanyakan SDM Koperasi dan UMKM berpdhkdidrendah dengan keahlian
teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemeng yaeadanya. Langkah
perubahannya dapat dilakukan dalam berbagai bekelkjakan kurikulum dan
pelaksanaan diklat serta revitalisasi lembaga dilal ini perlu disadari sedari dini,
karena sebagai penopang penciptaan wirausaha jbarlah dan keberadaan lembaga
pengembangan usaha, Lembaga diklat dan inkubatgassaedikit dan jauh dan memadai.
Masalah klasik lain yang dihadapi Koperasi dan UMHKd&lah terbatasnya akses Koperasi
dan UMKM kepada sumberdaya produktif. Akses kemahaberdaya produktif terutama
terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, sgran@asaran serta informasi pasar.
Dalam hal pendanaan utamanya Koperasi dan UMKM ilerpermasalahan karena
modal sendiri yang terbatas, tingkat pendapatadate aset jaminan dan administrasi
tidak memenuhi persyaratan perbankan. Bahkan bsaih@JMikro dan Kecil sering kali
terjerat rentenir/pihak ketiga dan kurang terseigatbaga pembiayaan. Adapun berkaitan

dengan akses teknologi, kebanyakan Koperasi dan MMKengunakan teknologi
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sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang tabinberikan nilai tambah produk.
Demikian juga Koperasi dan UMKM sulit untuk memaatkan informasi pengembangan
produk dan usahanya. Upaya pemberdayaannya.jugatddengan adanya ketimpangan
dalam penguasaan sumberdaya produktif baik antakype@isaha, antar daerah maupun
antara pusat dan daerah. Kondisi di atas telahkibataserius terhadap rendahnya
produktivitas dan daya saing produk Koperasi daiKW. Terlebih Koperasi dan
UMKM tidak memiliki jaringan pasar dan pemasaramgduas. Kebanyakan mereka
hanya memiliki akses pasar di tingkat lokal, ataang/ paling maju mereka dapat
melakukan sedikit ekspor melalui usaha menengah kdear yang berlaku sebagai
perantara.

Selain permasalahan yang berkaitan dengan pelahau&eberadaan aparatur
dan sarana-prasarana penunjang sangat menentukdrasibetidaknya proses
pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Dalam hal ini tped&enyataan bahwa dari jumlah
aparatur tidak sepenuhnya sebanding dengan cakupdah Koperasi dan UMKM.
Demikian halnya terkait dengan peningkatan jenjpegdidikan bagi karyawan perlu
dilakukan khususnya untuk jenjang pendidikan StEa{&2-Magister) dan Strata 3 (S3-
Doktorat). Keahlian khusus bagi aparatur juga pditimgkatkan, khususnya dilakukan
diklat pendalaman perkoperasian dan kewirausaltiieat aparatur dan diklat motivasi.
Searah dengan hal. tersebut, sangat diperlukanasdem prasarana lembaga diklat atau
pusat pelatihan bagi aparatur dan gerakan Kopeeata bagi Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah. Hal ini merupakan kebutuhan, menginggtipdahan (mutasi) aparatur di
lingkungan Pemerintah Kota yang sangat dinamisi€diain berkembangnya kebutuhan
masyarakat terhadap pengetahuan dan keterampaandgperkoperasian dan manajemen

usaha.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi mlEryataan misi, yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (sat8)(tiga) tahun. Penetapan tujuan dalam
Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan ggahan serta isu utama bidang Industri,
Perdagangan, Pasar, Koperasi dan UKM di Kota PaattiaAdapun tujuan RPD yang diemban
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kotdidak adalah Tujuan ke empat yaitu :
“Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif 8@ndaya Saing disertai Penghidupan
Yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan”. Rumugsaantdi dalam Perencanaan Strategis
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kotdidwak Tahun 2024 — 2026 adalah :
"Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Indstri”. Untuk menilai
keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengdikator:

1. Laju PDRB Sektor Perdagangan
2. Laju PDRB Sektor Industri
3. Tingkat Inflasi.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukitu, sgsuatu yang akan dicapai/
dihasilkan secara nyata oleh Dinas Koperasi, Uddikao dan Perdagangan dalam jangka
waktu tahunan, sampai tiga tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMARAhalisis SMART digunakan
untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadiasan yang lebih jelas dan tegas. Analisis
ini jJuga memberikan pembobotan kriteria, yaitu kisu§pesific), terukur (neasuable), dapat
dicapai @ttainable), nyata (ealistic) dan tepat waktuifne bound). Sasaran RPD yang diemban
oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangata IRontianak adalah Meningkatnya
Pertumbuhan Ekonomi.

Rumusan sasaran dalam Rencana Strategis Dinasdsgpgsaha Mikro dan Perdagangan Kota
Pontianak Tahun 2024 — 2026 adalah:
1. Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagagan Binaan.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran apatd diukur dengan indikator:
Persentase Jumlah Sarana Distribusi PerdaganggrDyaranfaatkan.
2. Meningkatnya pelaku industri Kecil.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran apatd diukur dengan indikator:
Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Industri.Kecil
3. Meningkatnya Koperasi yang Aktif.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran apatd diukur dengan indikator:
Persentase Koperasi Aktif.
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4. Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran apatd diukur dengan indikator:
Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru.

5. Terkendalinya Ketersediaan Stok Sembako dan Barangenting Lainnya
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran apatd diukur dengan indikator:
Persentase Tingkat Kecukupan Stok Sembako dan @&emting Lainnya.

Keterkaitan (interelasi) visi, misi, tujuan danaas ditampilkan pada Tabel 1V.1.
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Tabel IV.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis pada DinasasppUsaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Target Kinerja Indikator
Tujuan dan Sasaran pada

Tujuan Sasaran Indikator Formula Indikator Tujuan / Sasaran
Tahun ke-
2024 2025 2026
Meningkatnya 1. | Laju PDRB Sumber data Kota Pontianak dalam Angka dari BPS : Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto | 4,98% | 4,99% | 5,00%
Pertumbuhan sektor atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Pontianak
Sektor Perdagangan
Perdagangan 2. | Laju PDRB Sumber data Kota Pontianak dalam Angka dari BPS : Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto | 4,75% 4,77% | 4,80%
dan Industri sektor Industri | atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Pontianak
Meningkatnya Persentase Jumlah 2. Sarana Distribusi Perdagangan 75% 80% 85%
Pemanfaatan Sarana Distribusi = yang dimanfaatkan x 100%
Sarana Distribusi | Perdagangan yang Y. Sarana Distribusi Perdagangan yang tersedia
Perdagangan Dimanfaatkan
Binaan
Meningkatnya Persentase __ Y Industritahunn - Y. Industritahunn_1 0 2,50% | 2,60% | 2,80%
Pelaku Industri Pertumbuhan - Y Industritahunn 1 x 100%
Kecil Jumlah Pelaku
Industri Kecil
Meningkatnya Persentase Koperasi Y Koperasi Aktif 97,00% | 97,50% | 98,00%
}:ﬁ:’_‘:raﬁ yang Aktif - Y. Koperasi Seluruhnya — Y, Koperasiyang dibubarkan x 100%
i
Meningkatnya Persentase 5,00% 5,50% 6,00%
Pemberdayaan Pertumbuhan usaha | — Y. Usaha Mikro tahunn — ), Usaha Mikro tahunn _1  100%
Usaha Mikro mikro baru Y. Usaha Mikro tahunn_1 ’
3. | Tingkat Inflasi Sumber Data Bank Indonesia 3+1 3+1 3+1
Terkenda.linya Persentase tingkat Stok Awal+Pengadaan 100% 100% 100%
Ketersediaan kecukupan stok = x 100%
Stok Sembako sembako dan Penyaluran
dan Barang barang penting

Penting Lainnya

lainnya
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4.2.Cascading Kinerja

Tabel IV.2

Berikut Tabel Cascading Kinerja pada Dinas Kopetdsaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tujuan PD

1

1  Meningkatnya
pertumbuhan
sektor
perdagangan
dan industri

2

Sasaran PD

Meningkatnya
Pemanfaatan
Sarana
Distribusi
Perdagangan
Binaan

Meningkatnya
pelaku industri
kecil

Indikator Tujuan
dan Sasaran PD

&

1 Laju PDRB

sektor
Perdagangan

2 LajuPDRB

sektor
Industri
Persentase
Jumlah
Sarana
Distribusi
Perdagangan
yang
Dimanfaatka
n

Persentase
pertumbuhan
jumlah
pelaku
industri kecil

Program

PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA
DISTRIBUSI
PERDAGANGA
N

PROGRAM
PERENCANAAN
DAN
PEMBANGUNA
N INDUSTRI

Kinerja
Program

Peningkatan
Sarana Distribusi
Perdagangan

Perencanaan
dan
Pembangunan
Industri

Indikator Program

Persentase sarana
distribusi
perdagangan
binaan yang
tingkatkan

Persentase
pencapaian
sasaran
pembangunan
industri termasuk
turunan indikator
pembangunan
industri dalam
RIPIN yang
ditetapkan dalam
RPIK

Kegiatan

Pembanguna
ndan
Pengelolaan
Sarana
Distribusi
Perdagangan

Pembinaan
Terhadap
Pengelola
Sarana
Distribusi
Perdagangan
Masyarakat di
Wilayah
Kerjanya

Penyusunan
dan Evaluasi
Rencana
Pembanguna
n Industri
Kabupaten/Ko
ta

Kinerja
Kegiatan

Terlaksananya
pembangunan
dan pengelolaan
sarana Distribusi
Perdagangan

Terbinanya
pengelola sarana
distribusi
perdagangan

Tersusunnya
Dokumen RPIK

Indikator
Kegiatan

Jumlah sarana
distribusi
perdagangan
yang dibangun
dan dikelola

Jumlah
Pembinaan
Terhadap
Pengelola
Sarana Distribusi
Perdagangan
Masyarakat Di
Wilayah Kerjanya

Jumlah dokumen
dalam rangka
Penyusunan dan
Evaluasi
Rencana
Pembangunan
Industri
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

Penyediaan
Sarana Distribusi
Perdagangan

Fasilitasi
Pengelolaan
Sarana Distribusi
Perdagangan

Pembinaan dan
Pengendalian
Pengelola
Sarana Distribusi
Perdagangan

Pemberdayaan
Pengelola
Sarana Distribusi
Perdagangan

Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan
Kebijakan
Percepatan
Pengembangan,
Penyebaran dan
Perwilayahan
Industri

Kinerja Sub Kegiatan

Tersedianya Sarana Distribusi
Perdagangan

Tersedianya Fasilitasi
Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan

Terlaksananya Pembinaan dan
Pengendalian kepada Pengelola
Sarana Distribusi Perdagangan

Terlaksananya Pembinaan dan
Pengendalian kepada Pengelola
Sarana Distribusi Perdagangan

Terselenggaranya Koordinasi,
Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Kebijakan Percepatan,
Pengembangan, Penyebaran
dan Perwilayahan Industri

Indikator Sub
Kegiatan

12

Jumlah Sarana
Distribusi
Perdagangan

Jumlah Fasilitasi
Pengelolaan Sarana
Distribusi
Perdagangan

Jumlah Dokumen
Hasil Pembinaan dan

Pengendalian kepada

Pengelola Sarana
Distribusi
Perdagangan

Jumlah Dokumen
Hasil Pemberdayaan
kepada Pengelola
Sarana Distribusi
Perdagangan

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Pelaksanaan

Kebijakan Percepatan,

Pengembangan,
Penyebaran dan
Perwilayahan Industri

Penanggung
Jawab

13

Bidang Pasar

Bidang
Perindustrian
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Tujuan PD

Sasaran PD

Indikator Tujuan
dan Sasaran PD

Program

PROGRAM
PENGENDALIA
N IZIN USAHA
INDUSTRI
KABUPATEN/K
OTA

Kinerja
Program

1zin Usaha
Industri sesuai
ketentuan

Indikator Program

Persentase jumlah
hasil pemantauan
dan pengawasan
dengan jumlah izin
usaha industri (1UI)
Kecil dan Industri
Menengah yang
dikeluarkan oleh
industri terkait

Kegiatan

Penerbitan
1zin Usaha
Industri (1U1),
1zin Perluasan
Usaha Industri
(IPUI), Izin
Usaha
Kawasan
Industri (IUKI)
dan Izin
Perluasan
Kawasan
Industri (IPKI)
Kewenangan
Kabupaten/Ko
ta

Kinerja
Kegiatan

1zin Industri
sesuai ketentuan

Indikator
Kegiatan

jumlah dokumen
dalam rangka
penerbitan 1zin
Industri

10

Sub Kegiatan

Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
pelaksanaan
Pembangunan
Sumber Daya
Industri

Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Industri

Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan
Pemberdayaan
Industri dan
Peran Serta
Masyarakat

Evaluasi
terhadap
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
Industri

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengawasan
terhadap
Perizinan
Berusaha sektor
perindustrian
yang menjadi
kewenangan
Kabupaten/Kota

Kinerja Sub Kegiatan

Terselenggaranya Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
Pembangunan Sumber Daya
Industri

Terselenggaranya Koordinasi,
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Industri

Terselenggaranya Koordinasi,
Sinkronisasi dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Industri dan
Peran Serta Masyarakat

Dievaluasinya
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Industri

Terfasilitasinya Pengumpulan,
Pengolahan dan Analisis Data
Industri, Data Kawasan Industri
serta Data Lain Lingkup
Kabupaten/Kota Melalui Sistem
Informasi Industri Nasional
(SlINas)

Indikator Sub
Kegiatan

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
pelaksanaan
Pembangunan
Sumber Daya Industri

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan
Pembangunan Sarana
dan Prasarana
Industri

Jumlah Dokumen
Hasil Koordinasi,
Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan
Pemberdayaan
Industri dan Peran
Serta Masyarakat

Jumlah Dokumen
Evaluasi Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Industri

Jumlah dokumen hasil
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pengawasan terhadap
Perizinan Berusaha
industri dengan skala
usaha Industri Kecil
dan Industri
Menengah yang
berlokasi di satu
Kab./Kota sepanjang
merupakan
Penanaman Modal
Dalam Negeri dan
selain bidang usaha
tertentu yang menjadi
kewenangan
pemerintah pusat

Penanggung
Jawab

Bidang
Perindustrian
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Tujuan PD

Sasaran PD

Indikator Tujuan
dan Sasaran PD

Program

PROGRAM
PENGELOLAAN
SISTEM
INFORMASI
INDUSTRI
NASIONAL

Kinerja
Program

Informasi
Industri
terupdate di
SIINAS

Indikator Program

Nilai kelengkapan
dan keterkinian
informasi industri

Kegiatan

Penyediaan
Informasi
Industri untuk
Informasi
Industri untuk
1UI, IPUI, IUKI
dan IPKI
Kewenangan
Kabupaten/Ko
ta

Kinerja
Kegiatan

Tersedianya
Informasi industri

Indikator
Kegiatan

Persentase
industri terdata
dalam SIINAS

11

12

13

Sub Kegiatan

Fasilitasi

verifikasi
pemenuhan
persyaratan/stan
dar kegiatan
usaha sektor
perindustrian
dalam rangka
penerbitan
perizinan
berusaha
berbasis risiko
melalui Sistem
Informasi
Industri Nasional
(SlINas) yang
terintegrasi
dengan Sistem
Online Single
Submission Risk
Base Approach
(OSS RBA)

Fasilitasi
Pengumpulan,
Pengolahan dan
Analisis Data
Industri, Data
Kawasan
Industri serta
Data Lain
Lingkup
Kabupaten/Kota
melalui Sistem
Informasi
Industri Nasional
(SliNas)

Diseminasi,
Publikasi Data
Informasi dan
Analisa Industri
Kabupaten/Kota
melalui SliNas

Kinerja Sub Kegiatan

Terdiseminasi dan
Terpublikasikannya Data
Informasi dan Analisis Industri
Kabupaten/Kota Melalui SIINAS

Terpantau dan Dievaluasinya
Kepatuhan Perusahaan Industri
dan Perusahaan Kawasan
Industri Lingkup Kabupaten/Kota
dalam Penyampaian Data ke
SliNas

Terdiseminasi dan
Terpublikasikannya Data
Informasi dan Analisis Industri
Kabupaten/Kota Melalui SIINAS

Indikator Sub
Kegiatan

Jumlah Dokumen
Hasil Fasilitasi
Pengumpulan,
Pengolahan dan
Analisis Data Industri,
Data Kawasan Industri
serta Data Lain
Lingkup
Kabupaten/Kota
Melalui Sistem
Informasi Industri
Nasional (SlINas)

Jumlah Dokumen
Hasil Diseminasi dan
Publikasi Data
Informasi dan Analisis
Industri
Kabupaten/Kota
Melalui SlINas

Jumlah Dokumen
Hasil Pemantauan
dan Evaluasi
Kepatuhan
Perusahaan Industri
dan Perusahaan
Kawasan Industri
Lingkup
Kabupaten/Kota
dalam Penyampaian
Data ke SlINas

Penanggung
Jawab

Bidang
Perindustrian
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Tujuan PD

3

Sasaran PD

Meningkatnya
Koperasi yang
Aktif

Indikator Tujuan
dan Sasaran PD

Persentase
Koperasi
Aktif

Program

PROGRAM
PELAYANAN
IZIN USAHA
SIMPAN
PINJAM

Kinerja
Program

Terselenggarany
a pelayanan Izin
Usaha Simpan
Pinjam

Indikator Program

Persentase
Penerbitan 1zin
Usaha Simpan
Pinjam

Kegiatan

Penerbitan
1zin Usaha
Simpan
Pinjam untuk
Koperasi
dengan
Wilayah
Keanggotaan
dalam Daerah
Kabupaten/Ko
ta

Penerbitan
1zin
Pembukaan
Kantor
Cabang,
Cabang
Pembantu
dan Kantor
Kas Koperasi
Simpan
Pinjam untuk
Koperasi
dengan
Wilayah
Keanggotaan
dalam Daerah
Kabupaten/Ko
ta

Kinerja
Kegiatan

Terlaksananya
Penerbitan Izin
Usaha Simpan
Pinjam Koperasi

Terlaksananya
Penerbitan Izin
Pembukan
Kacab, capem
dan Kantor Kas
KSP

Indikator
Kegiatan

Jumlah izin yang
diterbitkan

jumlah izin yang
diterbitkan

14

15

16

Sub Kegiatan

Pemantauan dan

Evaluasi
Kepatuhan
Perusahaan
Industri dan
Perusahaan
Kawasan
Industri Lingkup
Kabupaten/Kota
dalam
Penyampaian
Data ke SlINas

Fasilitasi
Pemenuhan Izin
Usaha Simpan
Pinjam dan
Pembukaan
Kantor Cabang,
Cabang
Pembantu dan
Kantor Kas
Koperasi Simpan
Pinjam untuk
Koperasi dengan
Wilayah
Keanggotaan
dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Fasilitasi
Pemenuhan Izin
Usaha
Pembukaan
Kantor Cabang,
Cabang
Pembantu dan
Kantor Kas
Koperasi Simpan
Pinjam untuk
Koperasi dengan
Wilayah
Keanggotaan
dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Kinerja Sub Kegiatan

Terpantau dan Dievaluasinya
Kepatuhan Perusahaan Industri
dan Perusahaan Kawasan
Industri Lingkup Kabupaten/Kota
dalam Penyampaian Data ke
SlINas

Terfasilitasinya Pemenuhan
Usaha Simpan Pinjam dan
Pembukaan Kantor Cabang,
Cabang Pembantu dan Kantor
Kas Koperasi Simpan Pinjam
untuk Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Terfasilitasinya Pemenuhan
Pembukaan Kantor Cabang,
Cabang Pembantu dan Kantor
Kas Koperasi Simpan Pinjam
untuk Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Indikator Sub
Kegiatan

Jumlah Dokumen
Hasil Pemantauan
dan Evaluasi
Kepatuhan
Perusahaan Industri
dan Perusahaan
Kawasan Industri
Lingkup
Kabupaten/Kota
dalam Penyampaian
Data ke SlINas

Jumlah Usaha Simpan
Pinjam dan
Pembukaan Kantor
Cabang, Cabang
Pembantu dan Kantor
Kas Koperasi Simpan
Pinjam untuk Koperasi
dengan Wilayah
Keanggotaan dalam
Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Kantor
Cabang, Cabang
Pembantu dan Kantor
Kas Koperasi Simpan
Pinjam untuk Koperasi
dengan Wilayah
Keanggotaan dalam
Daerah
Kabupaten/Kota

Penanggung
Jawab

Bidang
Koperasi dan
Usaha Mikro
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Tujuan PD

Sasaran PD

Indikator Tujuan
dan Sasaran PD

6

7

8

Program

4

PROGRAM
PENGAWASAN
DAN
PEMERIKSAAN
KOPERASI

PROGRAM
PENILAIAN
KESEHATAN
KSP/USP
KOPERASI

PROGRAM
PENDIDIKAN
DAN LATIHAN
PERKOPERASI
AN

Kinerja
Program

5

Koperasi sesuai
ketentuan
perkoperasian

Meningkatnya
KSP/USP yang
bernilai SEHAT

Meningkatnya
Pendidikan dan
Latihan
Perkoperasian

Indikator Program

6

Persentase jumlah
koperasi yang
sesuai ketentuan

Persentase
KSP/USP yang
bernilai SEHAT

Persentase
koperasi yang telah
mendapatkan
pendidikan dan
latihan
perkoperasian

Kegiatan

7

Pemeriksaan
dan
Pengawasan
Koperasi,
Koperasi
Simpan
Pinjam/Unit
Simpan
Pinjam
Koperasi yang
Wilayah
Keanggotaan
nya dalam
Daerah
Kabupaten/
Kota

Penilaian
Kesehatan
Koperasi
Simpan
Pinjam/Unit
Simpan
Pinjam
Koperasi yang
Wilayah
Keanggotaany
adalam 1
(satu) Daerah
Kabupaten/Ko
ta

Pendidikan
dan Latihan
Perkoperasian
Bagi Koperasi
yang Wilayah
Keanggotaan
dalam Daerah
Kabupaten/Ko
ta

Kinerja
Kegiatan

8

Terlaksananya
Monev Koperasi,
KSP/USP

Terlaksananya
Penilaian
Kesehatan
KSP/USP
Koperasi

Terlaksananya
Pendidikan dan
Latihan

Perkoperasian

Indikator
Kegiatan

9

Jumlah Koperasi
yang di periksa
dan awasi

Jumlah
KSP/USP yang
benilai SEHAT

Jumlah anggota
Koperasi yang
dilatih

Sub Kegiatan

10

Pelaksanaan
Proses
Pemeriksaan
dan
Pengawasan
Koperasi yang
Wilayah
Keanggotaannya
Daerah
Kabupaten/Kota

Pelaksanaan
Penilaian
Kesehatan
KSP/USP
Koperasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Penilaian
Kesehatan
Koperasi
Meliputi Tata
Kelola, Profil
Risiko, Kinerja
Keuangan, dan
Permodalan
Peningkatan
Pemahaman dan
Pengetahuan
Perkoperasian
serta Kapasitas
dan Kompetensi
SDM Koperasi

Kinerja Sub Kegiatan

11

Pelaksanaan proses
Pemeriksaan dan Pengawasan
Koperasi yang Wilayah
Keanggotaannya Daerah
Kabupaten/ Kota

Terlaksananya Penilaian
Kesehatan KSP/USP Koperasi
Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya Penilaian
Kesehatan Koperasi Tata Kelola,
Profil Risiko, Kinerja Keuangan,
dan Permodalan

Meningkatnya Pemahaman dan
Pengetahuan Perkoperasian
serta Kapasitas dan Kompetensi
SDM Koperasi

Indikator Sub
Kegiatan

12

Jumlah Koperasi yang
telah dilakukan
Pemeriksaan dan
Pengawasan

Jumlah Unit Usaha

Koperasi yang Telah
Dilakukan Penilaian
Kesehatan

Jumlah Koperasi yang
Diberikan Penilaian
Kesehatan

Jumlah SDM yang
Memahami
Pengetahuan
Perkoperasian

Penanggung
Jawab

13

Bidang
Koperasi dan
Usaha Mikro

Bidang
Koperasi dan
Usaha Mikro

Bidang
Koperasi dan
Usaha Mikro
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Tujuan PD

4

Sasaran PD

Meningkatnya
Pemberdayaa
n Usaha Mikro

Indikator Tujuan
dan Sasaran PD

Persentase
Pertumbuhan
usaha mikro
baru

9

10

Program

4

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N DAN
PERLINDUNGA
N KOPERASI

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N USAHA
MENENGAH,
USAHA KECIL,
DAN USAHA
MIKRO (UMKM)

Kinerja
Program

5

Meningkatnya
Pemberdayaan
dan
Perlindungan
Koperasi

Meningkatnya
pemberdayaan
usaha Mikro

Indikator Program

6

Persentase
koperasi yang telah
mendapatkan
pemberdayaan dan
perlindungan
Koperasi

Persentase Usaha
Mikro yang
diberdayakan

Kegiatan

7

Pemberdayaa
ndan
Perlindungan
Koperasi yang
Keanggotaan
nya dalam
Daerah
Kabupaten/Ko
ta

Pemberdayaa
n Usaha Mikro
yang
Dilakukan
melalui
Pendataan,
Kemitraan,
Kemudahan
Perizinan,
Penguatan
Kelembagaan
dan
Koordinasi
dengan Para
Pemangku
Kepentingan

Kinerja
Kegiatan

8

Terlaksananya
pemberdayaan
dan perlindungan
koperasi

Terlaksananya
pemberdayaan
usaha mikro

Indikator
Kegiatan

Jumlah
pelaksanaan
pemberdayaan
dan perlindungan
Koperasi

Jumlah usaha
mikro yang
diberdayakan

Sub Kegiatan

10

Peningkatan
Produktivitas,
Nilai Tambah,
Akses Pasar,
Akses
Pembiayaan,
Penguatan
Kelembagaan,
Penataan
Manajemen,
Standarisasi,
dan
Restrukturisasi
Usaha

Pemberdayaan
Melalui
Kemitraan
Usaha Mikro

Fasilitasi
Kemudahan
Perizinan Usaha
Mikro

Pemberdayaan
Kelembagaan
Potensi dan
Pengembangan
Usaha Mikro

Koordinasi dan
Sinkronisasi
dengan Para
Pemangku
Kepentingan
dalam
Pemberdayaan
Usaha Mikro

Kinerja Sub Kegiatan

11

Meningkatnya Produktivitas, Nilai
Tambah, Akses Pasar, Akses
Pembiayaan, Penguatan
Kelembagaan, Penataan
Manajemen, Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha

Terfasilitasinya Pemberdayaan
Melalui Kemitraan Usaha Mikro

Terfasilitasinya Kemudahan
Perizinan Usaha Mikro

Terfasilitasinya Pemberdayaan
Kelembagaan Potensi dan
Pengembangan Usaha Mikro

Terlaksananya Koordinasi dan
Sinkronisasi dengan Para
Pemangku Kepentingan dalam
Pemberdayaan Usaha Mikro

Indikator Sub
Kegiatan

12

Jumlah Unit Usaha
yang Produktif,
Bernilai Tambah,
Memiliki Akses Pasar,
Akses Pembiayaan,
Penguatan
Kelembagaan,
Penataan Manajemen,
Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha

Jumlah Unit Usaha
yang Telah
Melaksanakan
Kemitraan Usaha
Mikro

Jumlah Usaha Mikro
yang Telah
Mendapatkan
Perizinan

Jumlah Unit Usaha
yang Telah Menerima
Pembinaan dan
Pendampingan
Terhadap Usaha
Mikro

Jumlah SDM yang
Telah Melakukan
Koordinasi dan
Sinkronisasi dengan
Para Pemangku
Kepentingan dalam
Pemberdayaan Usaha
Mikro

Penanggung
Jawab

13

Bidang
Koperasi dan
Usaha Mikro

Bidang
Koperasi dan
Usaha Mikro
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Tujuan PD

Sasaran PD

Indikator Tujuan
dan Sasaran PD

11

12

Program

PROGRAM
PENGEMBANG
AN UMKM

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHA
N DAERAH
KABUPATEN/K
OTA

Kinerja
Program

Meningkatnya
Pengembangan
Usaha Mikro

Terpenuhinya
penunjang
urusan
Pemerintahan
daerah
kabupaten/kota

Indikator Program

Persentase Usaha
Mikro yang
meningkat skala
usahanya

Tingkat Kepuasan
Bidang Terhadap
Pelayanan
Kesekretariatan

13

14

Kegiatan

Pengembang
an Usaha
Mikro dengan
Orientasi
Peningkatan
Skala Usaha
Menjadi
Usaha Kecil

Perencanaan,
Penganggara
n, dan
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah

Kinerja
Kegiatan

Terlaksananya
Pengembangan
Usaha Mikro

Terlaksananya
perencanaan,
penganggaran
dan evaluasi
kinerja Perangkat
Daerah

Indikator
Kegiatan

Jumlah kegiatan
fasilitasi dalam
rangka
pengembangan
usaha mikro

Jumlah Dokumen
Perencanaan
Perangkat
Daerah

26

27

28

29

30

31

32

Sub Kegiatan

Peningkatan
Pemahaman dan
Pengetahuan
UMKM serta
Kapasitas dan
Kompetensi
SDM UMKM dan
Kewirausahaan
melalui
Pendidikan dan
Pelatihan
Pengembangan
Usaha Mikro

Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
Daerah

Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD

Evaluasi Kinerja
Perangkat
Daerah

Kinerja Sub Kegiatan

Meningkatnya Pemahaman dan
Pengetahuan UMKM serta
Kapasitas dan Kompetensi SDM
UMKM dan Kewirausahaan

Terfasilitasinya Usaha Mikro
Menjadi Usaha Menengah
Melalui Pendampingan,
Kemitraan, Perluasan Pasar,
Akses Pembiayaan dan
Investasi, Pengembangan SDM,
dan/Kegiatan Lainnya

Tersusunnya Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

Tersedianya Dokumen RKA-
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

Tersedianya Dokumen
Perubahan RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

Tersedianya Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Indikator Sub
Kegiatan

Jumlah SDM yang
Memahami
Pengetahuan Usaha
Mikro dan
Kewirausahaan

Jumlah Usaha Mikro
yang Terfasilitasi

Jumlah Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
RKA-SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi
Penyusunan
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Penanggung
Jawab

Bidang
Koperasi dan
Usaha Mikro

Sekretariat
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Tujuan PD

Sasaran PD

Indikator Tujuan
dan Sasaran PD

Program

Kinerja
Program

Indikator Program

15

16

17

Kegiatan

Administrasi

Keuangan
Perangkat
Daerah

Administrasi
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat
Daerah

Administrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah

Kinerja
Kegiatan

Terpenuhinya
administrasi
Keuangan
perangkat daerah

Terkelolanya
barang milik
daerah dengan
baik

Tersedianya Unit
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Disiplin Pegawai

Indikator
Kegiatan

Persentase
pemenuhan
administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah

Persentase
pengelolaan
administrasi
barang milik
daerah pada
perangkat
daerah

Persentase
pemenuhan
administrasi
kepegawaian
perangkat
daerah

33

34

35

36

37

38

39

40

Sub Kegiatan

Penyediaan Gaji
dan Tunjangan
ASN

Pelaksanaan
Penatausahaan
dan
Pengujian/Verifik
asi Keuangan
SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Pengelolaan dan
Penyiapan
Bahan
Tanggapan
Pemeriksaan

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan /
Triwulanan /
Semesteran
SKPD

Penyusunan
Perencanaan
Kebutuhan
Barang Milik
Daerah SKPD

Penatausahaan
Barang Milik
Daerah pada
SKPD
Pengadaan
Pakaian Dinas
Beserta Atribut
Kelengkapannya

Kinerja Sub Kegiatan

Tersedianya Gaji dan Tunjangan
ASN

Terlaksananya Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Tersedianya Dokumen  Bahan
Tanggapan Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Pemeriksaan

Tersedianya Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

Tersedianya Rencana
Kebutuhan Barang Milik Daerah
SKPD

Terlaksananya Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD

Tersedianya Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapan

Indikator Sub
Kegiatan

Jumlah Orang yang
Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/ Verifikasi
Keuangan SKPD

Jumlah Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan
Laporan Hasil
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD
Jumlah Dokumen
Bahan Tanggapan
Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut
Pemeriksaan

Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semestera
n SKPD dan Laporan
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/S
emesteran SKPD
Jumlah Rencana
Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD

Jumlah Laporan
Penatausahaan
Barang Milik Daerah
pada SKPD

Jumlah Paket Pakaian
Dinas Beserta Atribut
Kelengkapan

Penanggung
Jawab
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Tujuan PD

Sasaran PD

Indikator Tujuan
dan Sasaran PD

Program

Kinerja
Program

Indikator Program

Kegiatan

Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah

Kinerja
Kegiatan

Terpenuhinya
administrasi
umum perangkat
daerah

Indikator
Kegiatan

Persentase
pemenuhan
administrasi
umum perangkat
daerah

Sub Kegiatan

10

Pendidikan dan
Pelatihan
Pegawai
Berdasarkan
Tugas dan
Fungsi

Bimbingan
Teknis
Implementasi
Peraturan
Perundang-
Undangan

Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerang
an Bangunan
Kantor
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga

Penyediaan
Bahan Logistik
Kantor

Penyediaan
Barang Cetakan
dan
Penggandaan

Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
undangan

Penyediaan
Bahan/Material

Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Penyelenggaraa
n Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Kinerja Sub Kegiatan

11

Terlaksananya Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Terlaksananya Bimbingan
Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan Rumah
Tangga

Tersedianya Bahan Logistik
Kantor

Tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan

Tersedianya Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan/Material

Terlaksananya Fasilitasi
Kunjungan Tamu

Terlaksananya Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Indikator Sub
Kegiatan

12

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas
dan Fungsi yang
Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan

Jumlah Orang yang
Mengikuti Bimbingan
Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan

Jumlah Paket
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
yang Disediakan

Jumlah Paket
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
yang Disediakan

Jumlah Paket
Peralatan Rumah
Tangga yang
Disediakan

Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantor yang
Disediakan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakan

Jumlah Dokumen
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
Undangan yang
Disediakan

Jumlah Paket
Bahan/Material yang
Disediakan

Jumlah Laporan
Fasilitasi Kunjungan
Tamu

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Penanggung
Jawab

13

IV-12




Tujuan PD

Sasaran PD

Indikator Tujuan
dan Sasaran PD

Program

Kinerja
Program

Indikator Program

19

20

Kegiatan

Pengadaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

Penyediaan
Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Kinerja
Kegiatan

Tersedianya
barang milik
daerah
penunjang
urusan
pemerintah
daerah

Tersedianya jasa
penunjang
urusan
pemerintah
daerah

Indikator
Kegiatan

Persentase
penyediaan
barang milik
daerah
penunjang
urusan
pemerintah
daerah

Persentase
penyediaan jasa
penunjang
urusan
pemerintah
daerah

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Sub Kegiatan

Penatausahaan
Arsip Dinamis
pada SKPD

Dukungan
Pelaksanaan
Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik pada
SKPD
Pengadaan
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas Jabatan

Pengadaan
Kendaraan
Dinas
Operasional atau
Lapangan

Pengadaan
Mebel

Pengadaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

Pengadaan Aset
Tak Berwujud

Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya
Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat

Kinerja Sub Kegiatan

Terlaksananya Penatausahaan
Arsip Dinamis pada SKPD

Terlaksananya Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD

Tersedianya Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Tersedianya Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Tersedianya Mebel

Tersedianya Peralatan dan
Mesin Lainnya

Tersedianya Aset Tak Berwujud

Tersedianya Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Tersedianya Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Terlaksananya Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Indikator Sub
Kegiatan

Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen
Dukungan
Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
pada SKPD

Jumlah Unit
Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang
Disediakan

Jumlah Unit
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan yang
Disediakan

Jumlah Paket Mebel
yang Disediakan

Jumlah Unit Peralatan
dan Mesin Lainnya
yang Disediakan

Jumlah Unit Aset Tak
Berwujud yang
Disediakan

Jumlah Unit Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
yang Disediakan

Jumlah Unit Sarana
dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
Disediakan

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

Penanggung
Jawab
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Tujuan PD

Sasaran PD

Terkendalinya
ketersediaan
stok sembako
dan barang
penting lainnya

Indikator Tujuan
dan Sasaran PD

Tingkat
Inflasi

Persentase
tingkat
kecukupan
stok
sembako dan
barang
penting
lainnya

13

Program

PROGRAM
PERIZINAN
DAN
PENDAFTARAN
PERUSAHAAN

Kinerja
Program

Meningkatnya
perizinan dan
pendaftaran
perusahaan

Indikator Program

Persentase pelaku
usaha yang
memperoleh izin
sesuai dengan
ketentuan (IUPP/
SIUP Pusat
Perbelanjaan dan
IUTM/IUTS/SIUP
Toko Swalayan)

21

22

23

Kegiatan

Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Penerbitan
1zin
Pengelolaan
Pasar Rakyat,
Pusat
Perbelanjaan,
dan Izin
Usaha Toko
Swalayan

Penerbitan
Tanda Daftar
Gudang

Kinerja
Kegiatan

Terlaksananya
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Terlaksananya
Fasilitasi
Penerbitan Izin
Usaha
Perdagangan

Terlaksananya
Penerbitan TDG

Indikator
Kegiatan

Persentase
pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
urusan
pemerintah
daerah

Persentase
Penerbitan I1zin
Pengelolaan
Pasar Rakyat,
Pusat
Perbelanjaan,
dan Izin Usaha
Toko Swalayan

Jumlah
Penerbitan
Tanda Daftar
Gudang Yang
dimonitoring

62

63

64

65

66

67

68

Sub Kegiatan

Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik

Penyediaan
Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
Pajak, dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

Pemeliharaan/
Rehabilitasi
Gedung Kantor
dan Bangunan
Lainnya

Fasilitasi
Pemenuhan
Komitmen
Perolehan
Perizinan Pasar
Rakyat, Pusat
Perbelanjaan,
dan Toko
Swalayan
melalui Sistem
Pelayanan
Perizinan
Berusaha
Terintegrasi
Secara
Elektronik

Fasilitasi
Penerbitan
Tanda Daftar
Gudang

Kinerja Sub Kegiatan

Tersedianya Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Tersedianya Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Terlaksananya Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan/
Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Tersedianya Rekomendasi
Pemenuhan Komitmen
Perolehan Perizinan Pasar
Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan
Toko Swalayan Melalui Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

Tersedianya Dokumen Tanda
Daftar Gudang

Indikator Sub
Kegiatan

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor yang
Disediakan

Jumlah Kendaraan
Dinas Operasional
atau Lapangan yang
Dipelihara dan

Dibayarkan Pajak dan

Perizinannya

Jumlah Peralatan dan

Mesin Lainnya yang
Dipelihara

Jumlah Gedung

Kantor dan Bangunan

Lainnya yang
Dipelihara/
Direhabilitasi

Jumlah Rekomendasi

Pemenuhan
Komitmen Perolehan
Perizinan Pasar
Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, dan
Toko Swalayan
Melalui Sistem
Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik

Jumlah Dokumen

Tanda Daftar Gudang

Penanggung
Jawab

Bidang
Perdagangan
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Tujuan PD

Sasaran PD

Indikator Tujuan
dan Sasaran PD

Program

Kinerja
Program

Indikator Program

24

25

Kegiatan

Penerbitan
Surat Tanda
Pendaftaran
Waralaba
(STPW) untuk
Penerima
Waralaba dari
Waralaba
Dalam Negeri

Penerbitan
Surat Tanda
Pendaftaran
Waralaba
(STPW) untuk
Penerima
Waralaba
Lanjutan dari
Waralaba
Luar Negeri

Kinerja
Kegiatan

Terlaksananya
Penerbitan
STPW

Terlaksananya
Penerbitan
STPW

Indikator
Kegiatan

Persentase
penerbitan
STPW Dalam
Negeri yang
tepat waktu

Persentase
penerbitan

STPW Luar
Negeri yang
tepat waktu

69

70

71

72

Sub Kegiatan

Fasilitasi
Perizinan Surat
Tanda
Pendaftaran
dan/atau

Lanjutan
Waralaba
(STPW) Dalam
Negeri
Terintegrasi
secara
Elektronik
Fasilitasi
Pemenuhan
Komitmen
Perolehan Surat
Tanda
Pendaftaran
dan/atau
Lanjutan
Waralaba
(STPW) Dalam
Negeri

Sistem
Pelayanan
Perizinan
Lanjutan Surat
Tanda
Pendaftaran
dan/atau
Lanjutan
Waralaba
(STPW)
Terintegrasi
secara
Elektronik Luar
Negeri
Fasilitasi
Pemenuhan
Lanjutan Surat
Tanda
Pendaftaran
dan/atau
Lanjutan
Waralaba
(STPW) Luar
Negeri

Kinerja Sub Kegiatan

Terfasilitasinya Proses Perizinan
Surat Tanda Pendaftaran
dan/atau Lanjutan Waralaba
(STPW) Dalam Negeri
Terintegrasi Secara Elektronik

Verifikasi Persyaratan sebagai
Proses Pemenuhan Komitmen
Perolehan Surat Tanda
Pendaftaran dan/atau Lanjutan
Waralaba (STPW) Dalam Negeri

Terlaksananya Sistem
Pelayanan Perizinan Lanjutan
Surat Tanda Pendaftaran
dan/atau Lanjutan Waralaba
(STPW) Terintegrasi Secara
Elektronik Luar Negeri

Verifikasi Persyaratan sebagai
Proses Pemenuhan Lanjutan
Surat Tanda Pendaftaran
dan/atau Lanjutan Waralaba
(STPW) Luar Negeri

Indikator Sub
Kegiatan

Jumlah Dokumen
Perizinan Surat Tanda
Pendaftaran dan/atau
Lanjutan Waralaba
(STPW) Dalam Negeri
Terintegrasi Secara
Elektronik

Jumlah Dokumen
yang Diverifikasi
sebagai Pemenuhan
Komitmen Perolehan
Surat Tanda
Pendaftaran dan/atau
Lanjutan Waralaba
(STPW) Dalam Negeri

Jumlah Data dan
Informasi Sistem
Pelayanan Perizinan
Lanjutan Surat Tanda
Pendaftaran dan/atau
Lanjutan Waralaba
(STPW) Terintegrasi
Secara Elektronik
Luar Negeri

Jumlah Dokumen
yang Diverifikasi
sebagai Pemenuhan
Lanjutan Surat Tanda
Pendaftaran dan/atau
Lanjutan Waralaba
(STPW) Luar Negeri

Penanggung
Jawab
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Tujuan PD

Sasaran PD

Indikator Tujuan
dan Sasaran PD

Program

Kinerja
Program

Indikator Program

26

27

Kegiatan

Penerbitan
Surat Izin
Usaha
Perdagangan
Minuman
Beralkohol
Golongan B
dan C untuk
Pengecer dan
Penjual
Langsung
Minum di
Tempat

Pengendalian
Fasilitas
Penyimpanan
Bahan
Berbahaya
dan
Pengawasan
Distribusi,
Pengemasan
dan Pelabelan
Bahan
Berbahaya di
Tingkat
Daerah
Kabupaten/
Kota

Kinerja
Kegiatan

Terlaksananya
Penerbitan SIUP
Minol Gol B dan
C

Terlaksananya
Pengendalian
Fasilitas
Penyimpanan
Bahan
Berbahaya dan
Pengawasan
Distribusi,
Pengemasan dan
Pelabelan Bahan
Berbahaya

Indikator
Kegiatan

Jumlah Fasilitasi
Penerbitan SIUP
Minol Gol B dan
C

Jumlah
pemeriksaan
fasilitas
penyimpanan
bahan berbahaya
dan pengawasan
distribusi,
pengemasan,
dan pelabelan
bahan berbahaya
di tingkat daerah
Kab/Kota

73

74

75

76

Sub Kegiatan

Fasilitasi
Penerbitan Surat
Izin Usaha
Perdagangan
Minuman
Beralkohol
Golongan B dan
Cc

Pemeriksaan
Penyimpanan
Bahan
Berbahaya

Fasilitasi
Pemenuhan
Komitmen
Pemeriksaan
Distribusi Bahan
Berbahaya bagi
P-B2 dan PA-B2

Pengawasan
Distribusi,
Pengemasan
dan Pelabelan
Bahan
Berbahaya
Terhadap
Pengguna Akhir
Bahan
Berbahaya (PA-
B2) maupun
Produsen B2 (P-
B2)

Kinerja Sub Kegiatan

Tersedianya Penerbitan Surat
1zin Usaha Perdagangan untuk
Pengecer dan Penjual Langsung
Minuman Beralkohol Golongan B
dan C Melalui Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

Terlaksanakannya
Pemeriksaan Penyimpanan
Bahan Berbahaya

Terfasilitasinya Proses
Pemenuhan Komitmen
Pemeriksaan Distribusi Bahan
Berbahaya bagi P- B2 dan PA-
B2

Tersedianya Laporan
Pengawasan Distribusi,
Pengemasan dan Pelabelan
Bahan Berbahaya Terhadap
Distributor B2, Pengguna Akhir
Bahan Berbahaya (PA-B2)
maupun Produsen B2 (P-B2)

Indikator Sub
Kegiatan

Jumlah Surat 1zin
Usaha Perdagangan
untuk Pengecer dan
Penjual Langsung
Minuman Beralkohol
Golongan B dan C
yang Diterbitkan
Melalui Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

Jumlah Laporan Hasil
Pemeriksaan
Penyimpanan Bahan
Berbahaya

Jumlah Dokumen
Hasil Fasilitasi Proses
Pemenuhan
Komitmen
Pemeriksaan
Distribusi Bahan
Berbahaya bagi P-B2
dan PA-B2

Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan
Distribusi,
Pengemasan dan
Pelabelan Bahan
Berbahaya Terhadap
Distributor B2,
Pengguna Akhir
Bahan Berbahaya
(PA-B2) maupun
Produsen B2 (P-B2)

Penanggung
Jawab
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Tujuan PD

Sasaran PD

Indikator Tujuan
dan Sasaran PD

14

Program

PROGRAM
STABILISASI
HARGA
BARANG
KEBUTUHAN
POKOK DAN
BARANG
PENTING

Kinerja
Program

Stabilisasi Harga
Barang
Kebutuhan
Pokok dan
Barang Penting

Indikator Program

1. Persentase
Kooefisien variasi
harga antar waktu

28

29

30

Kegiatan

Penerbitan
Surat
Keterangan
Asal (Bagi
Daerah
Kabupaten/Ko
ta yang Telah
Ditetapkan
sebagai
Instansi
Penerbit Surat
Keterangan
Asal)
Menjamin
Ketersediaan
Barang
Kebutuhan
Pokok dan
Barang
Penting di
Tingkat
Daerah
Kabupaten/
Kota

Pengendalian
Harga, dan
Stok Barang
Kebutuhan
Pokok dan
Barang
Penting di
Tingkat Pasar
Kabupaten/Ko
ta

Kinerja
Kegiatan

Terlaksananya
Penerbitan Surat
Keterangan Asal

Terlaksananya
Kegiatan
Ketersediaan
Barang
Kebutuhan
Pokok dan
Barang Penting
di Tingkat
Daerah
Kabupaten/ Kota

Terlaksananya
Pengendalian
Harga, dan Stok
Barang
Kebutuhan
Pokok dan
Barang Penting
di Tingkat Pasar

Indikator
Kegiatan

Persentase
penerbitan SPKA
yang tepat waktu

Jumlah Laporan
Ketersediaan
Barang
Kebutuhan
Pokok dan
Barang Penting.

Jumlah laporan
dalam rangka
pengendalian
harga dan Stok
Barang
Kebutuhan
Pokok dan
Barang Penting
di Tingkat Pasar

7

78

79

80

81

Sub Kegiatan

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Layanan
Penerbitan SKA

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Ketersediaan
Barang
Kebutuhan
Pokok dan
Barang Penting
di Tingkat Agen
dan Pasar
Rakyat

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Peningkatan
Aksesibilitas
Barang
Kebutuhan
Pokok dan
Barang Penting
di Tingkat Agen
dan Pasar
Rakyat
Pengendalian
Ketersediaan
Barang
Kebutuhan
Pokok dan
Barang Penting
di Tingkat Agen
dan Pasar
Rakyat

Pemantauan
Harga dan Stok
Barang
Kebutuhan
Pokok dan
Barang Penting
pada Pelaku
Usaha Distribusi
Barang dalam 1
(satu)
Kabupaten/Kota

Kinerja Sub Kegiatan

Tersedianya Dokumen
Penerbitan Surat Keterangan
Asal

Tersedianya Laporan Koordinasi
dan Sinkronisasi Ketersediaan
Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di Tingkat Agen
dan Pasar Rakyat

Tersedianya Laporan Koordinasi
dan Sinkronisasi Peningkatan
Aksesibilitas Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting di
Tingkat Agen dan

Pasar Rakyat

Tersedianya Laporan
Pengendalian Stok atau
Ketersediaan Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting di
Tingkat Agen dan Pasar
Rakyat

Tersedianya Laporan
Pemantauan Harga dan Stok
Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting pada Pelaku
Usaha Distribusi Barang dalam 1
(Satu) Kabupaten/Kota

Indikator Sub
Kegiatan

Jumlah Dokumen
Penerbitan Surat
Keterangan

Asal

Jumlah Laporan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di
Tingkat Agen dan
Pasar Rakyat

Jumlah Laporan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Peningkatan
Aksesibilitas Barang
Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di
Tingkat Agen dan
Pasar Rakyat

Jumlah Laporan
Pengendalian Stok
atau Ketersediaan
Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang
Penting di Tingkat
Agen dan Pasar
Rakyat

Jumlah Laporan
Pemantauan Harga
dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting pada
Pelaku Usaha
Distribusi Barang
dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota

Penanggung
Jawab

Bidang
Perdagangan
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Tujuan PD

Sasaran PD

Indikator Tujuan
dan Sasaran PD

Program

Kinerja
Program

Indikator Program

2. Persentase
kinerja realisasi
pupuk

31

Kegiatan

Pengawasan
Pupuk dan
Pestisida
Bersubsidi di
Tingkat
Daerah
Kabupaten/Ko
ta

Kinerja
Kegiatan

Terlaksananya
Pengawasan
Pupuk dan
Pestisida
Bersubsidi

Indikator
Kegiatan

Jumlah
Pengawasan
Pupuk dan
Pestisida
bersubsidi

82

83

84

85

86

Sub Kegiatan

Pemantauan
Harga dan Stok
Barang
Kebutuhan
Pokok dan
Barang Penting
pada Pasar
Rakyat yang
Terintegrasi
dalam Sistem
Informasi
Perdagangan

Pelaksanaan
Operasi Pasar
Reguler dan
Pasar Khusus
yang Berdampak
dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota

Pemeriksaan
Kelengkapan
Legalitas
Dokumen
Perizinan

Pengawasan
Pengadaan
Pupuk dan
Pestisida
Bersubsidi

Pengawasan
Penyaluran dan
Penggunaan
Pupuk dan
Pestisida
Bersubsidi

Kinerja Sub Kegiatan

Tersedianya Laporan
Pemantauan Harga dan Stok
Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting pada Pasar
Rakyat yang Terintegrasi dalam
Sistem Informasi Perdagangan

Tersedianya Laporan
Pelaksanaan Operasi Pasar
Reguler dan Pasar Khusus yang
Berdampak dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota

Terlengkapinya Kelengkapan
Legalitas Dokumen Perizinan

Tersedianya Laporan
Pengawasan Pengadaan Pupuk
dan Pestisida Bersubsidi

Tersedianya Laporan
Pengawasan Penyaluran dan
Penggunaan Pupuk dan
Pestisida Bersubsidi dengan
Realisasi Minimal 90%

Indikator Sub
Kegiatan

Jumlah Laporan
Pemantauan Harga
dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting pada
Pasar Rakyat yang
Terintegrasi dalam
Sistem Informasi
Perdagangan

Jumlah Laporan
Pelaksanaan Operasi
Pasar Reguler dan
Pasar Khusus yang
Berdampak dalam 1
(Satu)
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen
Kelengkapan
Legalitas Dokumen
Perizinan

Jumlah Laporan
Pengawasan
Pengadaan Pupuk
dan Pestisida
Bersubsidi

Jumlah Laporan
Pengawasan
Penyaluran dan
Penggunaan Pupuk
dan Pestisida
Bersubsidi dengan
Realisasi Minimal 90%

Penanggung
Jawab
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Tujuan PD

Sasaran PD

Indikator Tujuan
dan Sasaran PD

15

Program

4

PROGRAM
PENGEMBANG
AN EKSPOR

PROGRAM
STANDARDISA
S| DAN
PERLINDUNGA
N KONSUMEN

PROGRAM
PENGGUNAAN
DAN
PEMASARAN
PRODUK
DALAM NEGERI

Kinerja
Program

5

Meningkatnya
pelaku usaha
ekspor

alat - alat ukur,
takar, timbang
dan
perlengkapanny
a (UTTP)
bertanda tera
sah yang berlaku

Meningkatnya
penggunaan dan
pemasaran
produk dalam
negeri

Indikator Program

6

Persentase Pelaku
Usaha Ekspor yang
dibina

Persentase alat-alat
ukur, takar, timbang
dan
perlengkapannya (
UTTP ) bertanda
tera sah yang
berlaku

Persentase Usaha
Mikro yang
melakukan
pemasaran dan
Peningkatan
Penggunaan
Produk Dalam
Negeri

Kegiatan

7

Penyelenggar
aan Promosi
Dagang
melalui
Pameran
Dagang dan
Misi Dagang
bagi Produk
Ekspor
Unggulan
yang terdapat
pada 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Ko
ta

Pelaksanaan
Metrologi
Legal, Berupa
Tera, Tera
Ulang, dan
Pengawasan

Pelaksanaan
Promosi,
Pemasaran
dan
Peningkatan
Penggunaan
Produk Dalam
Negeri

Kinerja
Kegiatan

8

Terlaksananya
Promosi Dagang
Melalui Pameran
Dagang dan Misi
Dagang bagi
Produk Ekspor
Unggulan

Alat- alat UTTP
sesuai ketentuan

Terlaksananya
Promosi,
Pemasaran dan
Peningkatan
Penggunaan
Produk Dalam
Negeri

Indikator
Kegiatan

Jumlah
Pelaksanaan
Penyelenggaraa
n Promosi dan
Misi Dagang

Jumlah Alat
Ukur, Alat Takar,
Alat Timbang,
dan Alat
Perlengkapan
Ditera Ulang

Jumlah Usaha
Mikro yang
melakukan
pemasaran dan
Peningkatan
Penggunaan
Produk Dalam
Negeri

87

Sub Kegiatan

10

Pameran
Dagang
Nasional

Pameran
Dagang Lokal

Misi Dagang
Bagi Produk
Ekspor
Unggulan

Peningkatan
Citra Produk
Ekspor

Pelaksanaan
Metrologi Legal,
Berupa Tera,
Tera Ulang

Pengawasan/
Penyuluhan
Metrologi Legal

Penyidikan
Metrologi Legal

Pemberdayaan
Masyarakat
dalam
Peningkatan
Penggunaan dan
Pemanfaatan
Sandang
Produksi Dalam
Negeri

Kinerja Sub Kegiatan

11

Terfasilitasinya Pelaku Usaha
yang Berorientasi Ekspor pada
Pameran Dagang Nasional

Terfasilitasinya Pelaku Usaha
yang Berorientasi Ekspor pada
Pameran Dagang Lokal

Terfasilitasinya Pelaku Usaha
yang Berorientasi Ekspor pada
Pelaksanaan Misi Dagang

Meningkatnya Citra Produk
Ekspor

Meningkatnya Kesesuaian Alat
Ukur, Alat Takar,Alat Timbang,
dan Alat Perlengkapan
Terhadap Ketentuan yang
Berlaku

Pelaku Usaha di Bidang
Metrologi Legal yang Dibina

Terlaksananya Penyidikan
Metrologi Legal

Terlaksananya Pemberdayaan
Masyarakat dalam Peningkatan
Penggunaan dan Pemanfaatan
Sandang Produksi Dalam Negeri

Indikator Sub
Kegiatan

12

Jumlah Pelaku Usaha
yang Difasilitasi dalam
Pameran Dagang

Jumlah Pelaku Usaha
yang Difasilitasi dalam
Pameran Dagang
Lokal

Jumlah Pelaku Usaha
yang Difasilitasi dalam
Misi Dagang Produk
Ekspor Unggulan

Jumlah Produk
Unggulan Ekspor
Daerah yang Disusun
Menjadi Materi
Promosi

Jumlah Alat Ukur, Alat
Takar, Alat Timbang,
dan Alat
Perlengkapan Ditera
Ulang

Jumlah Pelaku Usaha
di Bidang Metrologi
Legal yang Dibina

Jumlah Unit Hasil
Penyidikan Metrologi
Legal

Jumlah Orang yang
Mengikuti
Pemberdayaan
Masyarakat dalam
Peningkatan
Penggunaan dan
Pemanfaatan
Sandang Produksi
Dalam Negeri

Penanggung
Jawab
13

Bidang
Perdagangan

Bidang
Perdagangan

Bidang
Perdagangan
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Tujuan PD

Sasaran PD

Indikator Tujuan
dan Sasaran PD

Program

Kinerja
Program

Indikator Program

Kegiatan

Kinerja
Kegiatan

Indikator
Kegiatan

95

96

Sub Kegiatan

Pelaksanaan
Promosi
Penggunaan
Produk Dalam
Negeri di Tingkat
Kabupaten/Kota

Pemasaran dan
Peningkatan
Penggunaan
Produk Dalam
Negeri di Tingkat
Kabupaten/Kota

Kinerja Sub Kegiatan

Terlaksananya Promosi
Penggunaan Produk Dalam
Negeri di Tingkat
Kabupaten/Kota

Meningkatnya Akses Pemasaran
Produk Dalam Negeri Terutama
Produk yang Dihasilkan oleh
UMKM Melalui Kemitraan
dengan Retail, Marketplace,
Perhotelan dan Jasa Akomodasi

Indikator Sub
Kegiatan

Jumlah UMKM yang
memperoleh fasilitasi
Promosi Penggunaan
Produk Dalam Negeri
di Tingkat
Kabupaten/Kota

Jumlah UMKM yang
memperoleh fasilitasi
pemasaran produk
dalam negeri melalui
kemitraan dengan
retail, marketplace,
perhotelan dan jasa
akomodasi

Penanggung
Jawab
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BABV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam RenSamradegis (Renstra) diperlukan
strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikgmogram-program indikatif untuk
mewujudkan tujuan RPD Kota Pontianak. Strategi kimencapai tujuan dan sasaran Dinas
Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota PoritidaAun 2024 — 2026 dihasilkan dari
posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu@ (Strengths — Opportunityyang mengarah
pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih pella@amgantangan yang ada. Rumusan strategi
merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimaassaskan dicapai, yang selanjutnya
diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakambil sebagai arah dalam menentukan
bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencagaan. Kebijakan dapat bersifat internal,
yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan progmagram pembangunan maupun bersifat
eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatumdong dan memfasilitasi kegiatan
masyarakat. Dari analisa lingkungan strategis yelad dilakukan maka strategi strategis Dinas
Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Poritiadalah:
1. Sasaran 1: Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Distribus Perdagangan Binaan.

Strategi: Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategyaitu:

a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusid2ergian (Pasar Rakyat).

b. Pembinaan Pengelolaan Sarana Distribusi PerdagdPgsar Rakyat)
2. Sasaran 2: Meningkatnya pelaku industri kecil

Strateqi:

a. Perencanaan dan Pembangunan Industri.

b. Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota.

c. Pengelolaan sistem informasi Industri Nasional.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategyaitu:

a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunanrinchlsipaten/Kota

b. Penerbitan 1zin Usaha Industri (IUl) Kecil dan IMEnengah.

c. Penyediaan Informasi Industri untuk Informiasiustri untuk [Ul, IPUI, 1UKI

dan [IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Sasaran 3 : Meningkatnya Koperas yang Aktif

Strateqi:

a. Fasilitasi I1zin Usaha Simpan Pinjam

b. Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaaan Koperasi
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c. Peningkatan Penilaian Kesehatan Koperasi Sinfpajam/ Unit simpan Pinjam
Koperasi
d. Peningkatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
e. Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Kspera
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategyaitu:
a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Kopddasigan Wilayah Keanggotaan
Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
b. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabangd&#mdan Kantor Kas Koperasi
Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keataggodalam Daerah Kabupaten/
Kota
c. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Sitip@am/Unit Simpan Pinjam
Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daeediupaten/ Kota
d. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unitp@mPinjam Koperasi yang
Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabuofébta

e. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Kopergsing Wilayah Keanggotaan

dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

f. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang l§etamnnya dalam Daerah

Kabupaten/ Kota
4. Sasaran 4. Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro

Strateqi:

a. Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro

b. Pengembangan Usaha Mikro

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategyaitu:

a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui dagman, Kemitraan,
Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan dkasi dengan Para
Pemangku Kepentingan

b. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Penargkdkala Usaha Menjadi
Usaha Kecil

5. Sasaran 5: Terkendalinya K etersediaan Stok Sembako dan Barang Penting L ainnya.
Strateqi:
a. Fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
b. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan BaPamging
c. Pengembangan Ekspor
d. Peningkatan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
e. Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalgen N
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Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategyaitu:

a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan PerizirsaRakyat, Pusat Perbelanjaan,
dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan PeriZBeausaha Terintegrasi Secara
Elektronik

b. Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang.

c. Fasilitasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaraaraldba (STPW) Untuk Penerima
Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri

d. Fasilitasi Penerbitan Surat Tanda Pendaftaraaraldba (STPW) Untuk Penerima
Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri.

e. Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha PerdagaiMjanman Beralkohol Golongan B
dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung MinuifeDipat.

f. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan BerbatlagaPengawasan Distribusi,
Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tiDgkaah Kabupaten/ Kota.

g. Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Asal (E2gerah Kabupaten/Kota yang Telah
Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Kegaradsal)

h. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok d@arang Penting di tingkat
Daerah Kabupaten/ Kota.

i. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Polek Barang Penting Di
Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.

j. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidingkdt Daerah Kabupaten/Kota

k. Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang BamglURk Ekspor Unggulan yang
Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

|. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tdaag, dan Pengawasan

m. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatgguhaan Produk Dalam Negeri.
Relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujaarsdsaran RPD Tahun 2024 s/d 2026

dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebij@kaas Koperasi, Usaha Mikro dan

Perdagangan kota Pontianak dijabarkan pada tafiel V
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Tabel V.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1 2 3 4
Meningkatnya Meningkatnya Peningkatan Sarana | 1 | Pembangunan dan
Pertumbuhan Pemanfaatan Distribusi Perdagangah Pengelolaan Sarana
Sektor Sarana Distribusi Perdagangan
Perdagangan dan Distribusi (Pasar Rakyat )
Industri Perdagangan 2 | Pembinaan Pengelolaan
Binaan Sarana Distribusi
Perdagangan (Pasar Rakyat)
Meningkatnya Perencanaan dan 3 | Penyusunan dan Evaluasi
pelaku industri Pembangunan Industr Rencana Pembangunan
kecil Industri Kabupaten/Kota
Pengendalian I1zin 4 | Penerbitan Izin Usaha
Usaha Industri Industri (1UI) Kecil dan IUI
Kabupaten/Kota Menengah
Pengelolaan sistem |5 | Penyediaan Informasi
informasi industri Industri untuk Informasi
nasional Industri untuk 1UI, IPUI,
IUKI dan IPKI
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Meningkatnya Fasilitasi Izin Usaha | 6 | Penerbitan Izin Usaha
Koperasi yang Simpan Pinjam Simpan Pinjam untuk
Aktif Koperasi Dengan Wilaya
Keanggotaan Dalam
Daerah Kabupaten/Kota
7 | Penerbitan Izin Pembukaan
Kantor Cabang, Cabang
Pembantu dan Kantor Kas
Koperasi Simpan Pinjam
untuk Koperasi dengan
Wilayah Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan 8 | Pemeriksaan dan
Pengawasan dan Pengawasan Koperasi,
Pemeriksaaan Koperasi Simpan
Koperasi Pinjam/Unit Simpan
Pinjam Koperasi yang
Wilayah Keanggotaannya
dalam Daerah Kabupaten/
Kota
Peningkatan Penilaiah9 | Penilaian Kesehatan
Kesehatan Koperasi Koperasi Simpan
Simpan Pinjam/ Unit Pinjam/Unit  Simpan
simpan Pinjam Pinjam Koperasi yang
Koperasi Wilayah Keanggotaanya
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan 10 | Pendidikan dan Latihan

Pendidikan dan
Latihan Perkoperasian

Perkoperasian Bagi
Koperasi yang Wilayah
Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/ Kota
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Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1 2 3 4
9 Peningkatan 11 | Pemberdayaan dan
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Perlindungan yang Keanggotaannya dalam
Koperasi Daerah Kabupaten/ Kota
Meningkatnya | 10 | Peningkatan 12 | Pemberdayaan Usaha
Pemberdayaan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan
Usaha Mikro Mikro Melalui Pendataan,
Kemitraan, Kemudahan
Perijinan, Penguatan
Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan
11 | Pengembangan Usahal3 | Pengembangan Usaha Mikfo
Mikro dengan Orientasi
Peningkatan Skala Usaha
Menjadi Usaha Kecil
Terkendalinya | 12 | Fasilitasi Perizinan dan14 | Fasilitasi Pemenuhan

Ketersediaan
Stok Sembako
dan Barang
Penting
Lainnya

Pendaftaran
Perusahaan

Komitmen Perolehan
Perizinan Pasar Rakyat,
Pusat Perbelanjaan, dan
Toko Swalayan melalui
Sistem Pelayanan Perizinar
Berusaha Terintegrasi Secgra
Elektronik

15

Fasilitasi Penerbitan Tanda|
Daftar Gudang

16

Fasilitasi Penerbitan Surat
Tanda Pendaftaran
Waralaba (STPW) Untuk
Penerima Waralaba Dari
Waralaba Dalam Negeri

17

Fasilitasi Penerbitan Surat
Tanda Pendaftaran
Waralaba (STPW) Untuk
Penerima Waralaba Lanjutan
Dari Waralaba Luar Negeri

18

Fasilitasi Penerbitan Surat
Izin Usaha Perdagangan
Minuman Beralkohol
Golongan B dan C Untuk
Pengecer dan Penjual
Langsung Minum Di Tempalt

19

Pengendalian Fasilitas
Penyimpanan Bahan
Berbahaya dan Pengawasa
Distribusi, Pengemasan dar
Pelabelan Bahan Berbahay
Di tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota

=]

j*

20

Fasilitasi Penerbitan Surat
Keterangan Asal (Bagi
Daerah Kabupaten/Kota
yang Telah Ditetapkan
Sebagai Instansi Penerbit
Surat Keterangan Asal)
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Tujuan Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

3

4

13

Stabilisasi Harga
Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang
Penting

21

Menjamin Ketersediaan
Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting di
tingkat Daerah Kabupaten/
Kota

23

Pengendalian Harga, dan
Stok Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting
Di Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota

24

Pengawasan Pupuk dan
Pestisida Bersubsidi di
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

14

Pengembangan Eksp

P5 Penyelenggaraan Prom
dan Misi Dagang Bagi
Produk Ekspor Unggulan
yang Terdapat Pada 1
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

15

Peningkatan
Standarisasi dan
Perlindungan
Konsumen

26

Pelaksanaan Metrologi
Legal Berupa Tera, Tera
Ulang, dan Pengawasan

oSi

16

Peningkatan
Penggunaan dan
Pemasaran Produk
dalam Negeri

25

Pelaksanaan Promosi,
Pemasaran dan Peningkata
Penggunaan Produk Dalam

>

Negeri

5.2. Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Adli Daerah
Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas téspeUsaha Mikro dan
Perdagangan (DKUMP) Kota Pontianak adalah bersumié@erRetribusi Daerah berupa

Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha.

Adapun upaya dalam mengoptimalisasi PAD ini, Dikaperasi, Usaha Mikro dan

Perdagangan Kota Pontianak menyusun PeraturanktfaiPontianak Nomor 98 Tahun
2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Yaarbalan Penyetoran Retribusi
Pelayanan Pasar. Pembayaran retribusi Pelayanandiakukan dengan dua cara :

1. Dibayar secara tunai (offline) untuk disetorkarkles Daerah Kota Pontianak, melalui:

a) Juru pungut retribusi yang ditugaskan oleh dinas;

b) Bendahara penerimaan pada dinas; dan/atau

c) Teller pada bank yang ditunjuk.

2. Dibayar secara non tunai (online) langsung ke Kasr&h Kota Pontianak, melalui:

a) ATM;

b) Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS);

c) Internet banking;
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d) Mobile banking;
e) Alat pembayaran menggunakan kartu lainnya, cekehigiro; dan/atau

f) Dompet elektronik (e-wallet).

Pembayaran melalui cara diatas adalah menggunakaaMAccount (VA) bekerjasama
dengan Bank Kalbar. DKUMP menginput tagihan damgpig ke dalam dokumen tagihan.
Kemudian tagihan tersebut dikirim ke Bank Kalbasgtersetujuan Kepala Dinas. Setelah
itu dari Bank Kalbar akan diinput ke sistem CMS aemor VA-nya siap disampaikan
kepada pedagang di pasar rakyat binaan DKUMP Kotatidhak dalam bentuk surat
tagihan yang berisi nomor VA dan jumlah tagihannya.

Dampak yang diharapkan dalam penggunaan VA untokbpgaran retribusi ini antara
lain:

1. Menghindari kebocoran dalam hal penerimaan retribus

2. Meningkatkan pelayanan kepada pedagang pasar

3. Sebagai antisipasi dalam permasalahan kekurangthg@Dawai penarik retribusi

4. Memudahkan untuk mengetahui atau mengidentifik@slagang yang sudah atau

belum membayar retribusi.

Tabel V.1l Rencana Pendapatan Dan Penerimaan
Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangé#a Rantianak Tahun 2024 — 2026

Uraian

Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026
Pendapatan

No

1. | Retribusi Pasar 3.980.800.000 4.180.800.000 4.380.800.00(

Retribusi
Pemakaian
2. | kekayaan Daerah | 2.519.200.000 2.819.200.000 3.119.200.00(¢
(Penyewaan
bangunan Pasar)

Total 6.500.000.0007.000.000.000 7.500.000.00¢

V-7



BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untukksaslakan tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukanmkumengetahui capaian keberhasilan
sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksuddaagas kumpulan kegiatan yang
sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasilgidadgeanakan OPD guna mencapai sasaran
tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan gikana pula dapat menyelesaikan
permasalahan — permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha MikroRerdagangan Kota Pontianak
yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024 — 2@ uti:
1. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUS PERDAGANGAN
Hasil (Outcome) Laju PDRB Sektor Perdagangan
Indikator kinerja:
* Persentase sarana distribusi perdagangan binagrtiggkatkan
Kegiatan :
a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusigergkn

Indikator Keluaran (Output): Jumlah sarana dissiperdagangan yang dibangun dan

dikelola.

Kelompok sasaran: pasar rakyat.

b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusa@andan Masyarakat di Wilayah

Kerjanya.

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Pembinaan TeapePengelola Sarana Distribusi

Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya.

Kelompok sasaran: pasar rakyat.

2. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Hasil (Outcome) Laju PDRB Sektor Industri

Indikator kinerja:

* Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Ifi@ustasuk Turunan Indikator
Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang DitetapkdanddrPIP.

Kegiatan:

a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Incalstipaten/Kota
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen dalamgka penyusunan dan evaluasi
rencana rencana pembangunan industri kabupaten/kota

Kelompok sasaran: Pelaku IKM/IRT.
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3. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
Hasil (Outcome) Laju PDRB Sektor Industri
Indikator kinerja: Persentase jumlah hasil pemanalan pengawasan dengan jumlah izin
usaha industri (IUl) Kecil dan Industri Menengamgalikeluarkan oleh
industri terkait.

Kegiatan:

a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUl), 1zin Perluasdésaha Industri (IPUI), Izin Usaha
Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasadustri (IPKI) Kewenangan
Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen dalamgka penerbitan 1zin Industri
Kelompok sasaran: Pelaku IKM/IRT.

4. PROGRAM PENGELOLAAN S STEM INFORMAS INDUSTRI NASIONAL

Hasil (Outcome) Laju PDRB Sektor Industri

Indikator kinerja:

* Nilai kelengkapan dan keterkinian informasi industr

Kegiatan:

a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Irntdugntuk 1UI, IPUI, IUKI dan
IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran (Output): Persentase indutgrdata dalam SlINas.

Kelompok sasaran: Pelaku IKM/IRT

5. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SMPAN PINJAM

Hasil (Outcome) :

1. Laju PDRB Sektor Perdagangan

2. Laju PDRB Sektor Industri

Indikator kinerja:
* Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam

Kegiatan:

a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Kopetasgan Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran (Output): Jumlah izin yang diigkan.
Kelompok sasaran: Koperasi

b. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabangbd&dm dan Kantor Kas
Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Whageanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota.
Indikator Keluaran (Output): jumlah izin yang dhiégkan.
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Kelompok sasaran: Koperasi dan Usaha Mikro, kdt#inengah.

6. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERAS

Hasil (Outcome) :

1. Laju PDRB Sektor Perdagangan

2. Laju PDRB Sektor Industri

Indikator kinerja:

» Persentase jumlah koperasi yang sesuai ketentuan

Kegiatan:

a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Siripam/Unit Simpan Pinjam
Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daeedlugaten/ Kota
Indikator Keluaran (Output): Jumlah Koperasi yangetiksa dan awasi.

Kelompok sasaran: Koperasi.

7. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERAS

Hasil (Outcome) :

1. Laju PDRB Sektor Perdagangan

2. Laju PDRB Sektor Industri

Indikator kinerja:

* Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT

Kegiatan:

a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unitp@mPinjam Koperasi yang
Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabuofiébta
Indikator Keluaran (Output): Jumlah KSP/USP yangilaé SEHAT a.

Kelompok sasaran: Koperasi

8. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERAS AN

Hasil (Outcome):

1. Laju PDRB Sektor Perdagangan

2. Laju PDRB Sektor Industri

Indikator kinerja:
* Persentase koperasi yang telah mendapatkan pleardlidian latihan perkoperasian

Kegiatan:

a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Kopeyasg Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran@utput): Jumlah anggota Koperasi yang dilatih.

Kelompok sasaran: Koperasi.
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10.

11.

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERAS

Hasil (Outcome):

1. Laju PDRB Sektor Perdagangan

2. Laju PDRB Sektor Industri

Indikator kinerja:
* Persentase koperasi yang telah mendapatkan pgsmyben dan perlindungan

Koperasi

Kegiatan:

a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Ketaajgtya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran Qutput): Jumlah pelaksanaan pemberdayaan dan perlindunga
Koperasi.

Kelompok sasaran: Koperasi.

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA

MIKRO (UMKM)

Hasil (Outcome):

1. Laju PDRB Sektor Perdagangan

2. Laju PDRB Sektor Industri

Indikator kinerja:

*  Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan

Kegiatan:

a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui dBean, Kemitraan,
Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dandikasr dengan Para
Pemangku Kepentingan
Indikator KeluaranQ@utput): Jumlah usaha mikro yang diberdayakan.

Kelompok sasaran: Usaha Mikro

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Hasil (Outcome):
1. Laju PDRB Sektor Perdagangan
2. Laju PDRB Sektor Industri
Indikator kinerja:
« Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahany
Kegiatan:
a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Penmgkadkala Usaha Menjadi

Usaha Kecill
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Indikator Keluaran Qutput): Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka pengemaa
usaha mikro.

Kelompok sasaran: Usaha Mikro

12. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Hasil (Outcome) Tingkat Inflasi

Indikator kinerja:
* Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin selm@Egan ketentuan

(IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIURd8walayan)

Kegiatan:

a. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pushel@ejaan, dan Izin Usaha Toko
Swalayan
Indikator Keluaran (Output): Persentase Penerldizan Pengelolaan Pasar Rakyat,
Pusat Perbelanjaan, dan 1zin Usaha Toko Swalayan
Kelompok sasaran: pelaku usaha

b. Penerbitan Tanda Daftar Gudang
Indikator Keluaran (Output): Jumlah Penerbitan TanDaftar Gudang Yang
dimonitoring
Kelompok sasaran: pelaku usaha

c. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STRWW Penerima Waralaba dari
Waralaba Dalam Negeri
Indikator Keluaran (Output): Persentase penerl&RW Dalam Negeri yang tepat
waktu
Kelompok sasaran: pelaku usaha

d. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STiRMWk Penerima Waralaba
Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri
Indikator Keluaran (Output): Persentase penerb@&@PW Luar Negeri yang tepat
waktu
Kelompok sasaran: pelaku usaha

e. Penerbitan Surat 1zin Usaha Perdagangan Minumaalk®&éiol Golongan B dan C
untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
Indikator Keluaran (Output)Persentase penerbitan STPW Luar Negeri yang tepat
waktu

f. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbalt@yaPengawasan Distribusi,
Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tibgketh Kabupaten/ Kota
Indikator Keluaran (Output): Jumlah Fasilitasi Riitan SIUP Minol Gol B dan C
Kelompok sasaran: pelaku usaha
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g. Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah KateafKota yang Telah
Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat KetaraAgal)
Indikator Keluaran (Output): Persentase penerl$f@aKA yang tepat waktu

Kelompok sasaran: pelaku usaha

13. PROGRAM STABILISAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG

PENTING

Hasil (Outcome) Tingkat Inflasi

Indikator kinerja:

» Persentase Koefisien variasi harga antar waktu

* Persentase kinerja realisasi pupuk

Kegiatan:

a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok damarBgPenting di Tingkat
Daerah Kabupaten/ Kota
Indikator Keluaran (Output): Jumlah Laporan Keteiaan Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting..
Kelompok sasaran: pelaku usaha.

b. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pdkok Barang Penting di
Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran (Output): Jumlah laporan dalangka pengendalian harga dan
Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Pentingndjkat Pasar.
Kelompok sasaran: pelaku usaha

c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Timdgerah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran (Output): Jumlah PengawasaruRuaan Pestisida bersubsidi

Kelompok sasaran: pelaku usaha.

14. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Hasil (Outcome) Tingkat Inflasi

Indikator kinerja:

* Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang dibina.

Kegiatan:

a. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui PamerannDatgn Misi Dagang bagi
Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (Estajah Kabupaten/Kota
Indikator Keluaran (Output): Jumlah Pelaksanaary&enggaraan Promosi dan Misi
Dagang.

Kelompok sasaran: pelaku usaha
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15. PROGRAM STANDARDISAS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Hasil (Outcome) : Tingkat Inflas

Indikator kinerja:

* Persentase alat-alat ukur, takar, timbang danngddpannya ( UTTP ) bertanda tera

sah yang berlaku.

Kegiatan:

a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, TeradJldan Pengawasan
Indikator Keluaran Qutput): Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Ala
Perlengkapan Ditera Ulang

Kelompok sasaran: pelaku usaha

16. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Hasil (Outcome) : Tingkat Inflasi

Indikator kinerja:

* Persentase Usaha Mikro yang melakukan pemasararPeaimgkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri.

Kegiatan:

a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan PeningkataguhReag Produk Dalam Negeri
Indikator Keluaran ( Output): Jumlah Usaha Mikrmganelakukan pemasaran dan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Kelompok sasaran : pelaku usaha

17. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Hasil (Outcome):

1. Laju PDRB Sektor Perdagangan

2. Laju PDRB Sektor Industri

3. Tingkat Inflas

Indikator kinerja:

» Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Keseiatin

Kegiatan:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinegadgkett Daerah
Indikator Keluaran (Output): Jumlah Dokumen Pereaea Perangkat Daerah
Kelompok sasaran: OPD.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Keluaran (OutputPersentase pemenuhan administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Kelompok sasaran : OPD
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c. Administrasi Barang Milik Daerah pada PerangkatrBae
Indikator Keluaran : Persentase pengelolaan adtrasidbarang milik daerah pada
perangkat daerah
Kelompok sasaran: OPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator Keluaran: Persentase pemenuhan admisigtepegawaian perangkat
daerah.
Kelompok sasaran: OPD

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Keluaran: Persentase pemenuhan admisiistnraum perangkat daerah
Kelompok sasaran: OPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan feateDaerah
Indikator Keluaran: Persentase penyediaan baralkyaaierah penunjang urusan
pemerintah daerah
Kelompok sasaran: OPD

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahaahDae

Indikator Keluaran: Persentase penyediaan jasanpamyiurusan pemerintah daerah
Kelompok sasaran: OPD

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrugamdPintahan Daerah
Indikator Keluaran: Persentase pemeliharaan Baldiligg Daerah Penunjang
urusan pemerintah daerah

Kelompok sasaran: OPD

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memlgaEimbaran tentang ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas padankuaktu 3 (tiga) tahun. Hal ini ditunjukan
dari akumulasi pencapaian indikatmtcome program setiap tahun atau indikator capaian yang
bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi fgngang diinginkan pada akhir periode
Rencana Strategis dapat dicapai. Target masingagnasogram dan kegiatan disajikan dalam
Tabel 6.1:
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Tabel VI.1
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pesndana

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
) Indikator Kinerja Tujuan, Capaian Kondisi Kinerja pada akhir PeDr::il:‘at Lokasi
Tujuan Sasaran Kode Program, Keg'latan dan Sasar'an, Program (outcome), pada Tahun 2024 2025 2026 periode Renstra Perangkat Penanggung-
sub kegiatan Kegiatan (output) dan Sub Awal Daerah (2026) 'anggung
Kegiatan Perencanaan jawab
(2022) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Meningkatnya 1. Laju PDRB sektor 4,97% 4,98% 4,99% 5,00% 5,00%
Pertumbuhan Perdagangan
Sektor
Perdagangan Kota
dan Industri 15.858.345.690 16.593.068.360 17.177.155.290 49.628.569.340 DkumP Pontianak
2. Laju PDRB sektor Industri 4,74% 4,75% 4,77% 4,80% 4,80%
Meningkatnya Persentase Jumlah Sarana 60,00% 75,00% 80,00% 85,00% 85,00% DKUMP Kota
Pemanfaatan Distribusi Perdagangan yang 746.673.600 1.143.873.600 1.207.273.600 3.097.820.800 Pontianak
Sarana Dimanfaatkan
Distribusi
Perdagangan
Binaan
03.30.03 PROGRAM Persentase sarana distribusi 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% DKUMP Kota
PENINGKATAN SARANA perdagangan binaan yang 746.673.600 1.143.873.600 1.207.273.600 3.097.820.800 Pontianak
DISTRIBUSI tingkatkan
PERDAGANGAN
3.30.03.2.01 Pembangunan dan Jumlah sarana distribusi 14 Unit 14 Unit 15 Unit 18 Unit 18 Unit DKUMP Kota
Pengelolaan Sarana perdagangan yang dibangun 674.973.600 1.038.973.600 1.059.973.600 2.773.920.800 Pontianak
Distribusi Perdagangan dan dikelola
3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Jumlah Sarana Distribusi 3 Unit 2 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit DKUMP Kota
Distribusi Perdagangan Perdagangan 640.473.600 988.973.600 989.473.600 2.618.920.800 Pontianak
3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan 14 Unit 14 Unit 15 Unit 18 Unit 18 Unit DKUMP Kota
Sarana Distribusi Sarana Distribusi Perdagangan 34.500.000 50.000.000 70.500.000 155.000.000 Pontianak
Perdagangan
3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Jumlah Pembinaan Terhadap 14 Unit 14 Unit 15 Unit 18 Unit 18 Unit DKUMP Kota
Pengelola Sarana Pengelola Sarana Distribusi 71.700.000 104.900.000 147.300.000 323.900.000 Pontianak
Distribusi Perdagangan Perdagangan Masyarakat Di
Masyarakat di Wilayah Wilayah Kerjanya
Kerjanya
3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
Pengendalian Pengelola Pembinaan dan Pengendalian 35.850.000 52.450.000 73.650.000 161.950.000 Pontianak
Sarana Distribusi kepada Pengelola Sarana
Perdagangan Distribusi Perdagangan
3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
Sarana Distribusi Pembinaan dan Pengendalian 35.850.000 52.450.000 73.650.000 161.950.000 Pontianak
Perdagangan kepada Pengelola Sarana
Distribusi Perdagangan
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Unit Kerja

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
) Indikator Kinerja Tujuan, Capaian Kondisi Kinerja pada akhir P;r::il;at Lokasi
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegllatan dan Sasar.an, Program (outcome), pada Tahun 2024 2025 2026 periode Renstra Perangkat Penanggung-
sub kegiatan Kegiatan (output) dan Sub Awal Daerah (2026) 'anggung
Kegiatan Perencanaan jawab
(2022) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Meningkatnya Persentase pertumbuhan 2.36% 2.50% 2.60% 2.80% 2,80% DKUMP Kota
pelaku industri jumlah pelaku industri kecil 1.082.500.000 1.115.000.000 1.260.000.000 3.457.500.000 Pontianak
kecil
03.31.02 PROGRAM Persentase pencapaian sasaran 100% 100% 100% 100% 100% DKUMP Kota
PERENCANAAN DAN pembangunan industri 1.076.500.000 1.085.000.000 1.200.000.000 3.361.500.000 Pontianak
PEMBANGUNAN termasuk turunan indikator
INDUSTRI pembangunan industri dalam
RIPIN yang ditetapkan dalam
RPIK
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Jumlah dokumen dalam rangka 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
Rencana Pembangunan Penyusunan dan Evaluasi 1.076.500.000 1.085.000.000 1.200.000.000 3.361.500.000 Pontianak
Industri Kabupaten/Kota Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
dan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 3.000.000.000 Pontianak
Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan
Pengembangan, Percepatan, Pengembangan,
Penyebaran dan Penyebaran dan Perwilayahan
Perwilayahan Industri Industri
3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
dan pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan 35.000.000 40.000.000 85.000.000 160.000.000 Pontianak
Pembangunan Sumber pelaksanaan Pembangunan
Daya Industri Sumber Daya Industri
3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
dan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan 9.500.000 10.000.000 65.000.000 84.500.000 Pontianak
Pembangunan Sarana dan Pelaksanaan Pembangunan
Prasarana Industri Sarana dan Prasarana Industri
3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
dan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan 32.000.000 35.000.000 40.000.000 107.000.000 Pontianak
Pemberdayaan Industri Pelaksanaan Pemberdayaan
dan Peran Serta Industri dan Peran Serta
Masyarakat Masyarakat
3.31.02.2.01.0006 Evaluasi terhadap Jumlah Dokumen Evaluasi - - - 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Rencana - - 10.000.000 10.000.000 Pontianak
Pembangunan Industri Pembangunan Industri
03.31.03 PROGRAM Persentase jumlah hasil 78% 80% 80% 85% 85% DKUMP Kota
PENGENDALIAN IZIN pemantauan dan pengawasan 1.500.000 5.000.000 20.000.000 10.000.000 Pontianak
USAHA INDUSTRI dengan jumlah izin usaha
KABUPATEN/KOTA industri (1UI) Kecil dan Industri
Menengah yang dikeluarkan
oleh industri terkait
3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha jumlah dokumen dalam rangka 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
Industri (1U1), 1zin penerbitan Izin Industri 1.500.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 Pontianak
Perluasan Usaha Industri
(IPUI), Izin Usaha
Kawasan Industri (IUKI)
dan Izin Perluasan
Kawasan Industri (IPKI)
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Unit Kerja

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
) Indikator Kinerja Tujuan, Capaian Kondisi Kinerja pada akhir P;r::il;at Lokasi
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegllatan dan Sasar.an, Program (outcome), pada Tahun 2024 2025 2026 periode Renstra Perangkat Penanggung-
sub kegiatan Kegiatan (output) dan Sub Awal Daerah (2026) 'anggung
Kegiatan Perencanaan jawab
(2022) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kewenangan
Kabupaten/Kota
3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Jumlah dokumen hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
Sinkronisasi Pengawasan Koordinasi dan Sinkronisasi 1.500.000 5.000.000 10.000.000 16.500.000 Pontianak
terhadap Perizinan Pengawasan terhadap Perizinan
Berusaha sektor Berusaha industri dengan skala
perindustrian yang usaha Industri Kecil dan Industri
menjadi kewenangan Menengah yang berlokasi di satu
Kabupaten/Kota Kab./Kota sepanjang merupakan
Penanaman Modal Dalam Negeri
dan selain bidang usaha tertentu
yang menjadi kewenangan
pemerintah pusat
3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi Jumlah dokumen Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
pemenuhan Verifikasi pemenuhan - - 10.000.000 10.000.000 Pontianak
persyaratan/standar persyaratan/standar kegiatan
kegiatan usaha sektor usaha sektor perindustrian
perindustrian dalam dalam rangka penerbitan
rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis
perizinan berusaha risiko untuk bidang usaha sektor
berbasis risiko melalui perindustrian dengan tingkat
Sistem Informasi Industri risiko usaha Menengah-Tinggi
Nasional (SIINas) yang dan Tinggi, melalui SIINas yang
terintegrasi dengan terintegrasi dengan Sistem OSS
Sistem Online Single RBA, bagi Penanaman Modal
Submission Risk Base Dalam Negeri (PMDN) dengan
Approach (OSS RBA) skala usaha Industri Kecil dan
Industri Menengah, selain
bidang usaha tertentu yang
menjadi kewenangan
pemerintah pusat
03.31.04 PROGRAM Nilai kelengkapan dan 90% 90% 90% 90% 90% DKUMP Kota
PENGELOLAAN SISTEM keterkinian informasi industri 6.000.000 30.000.000 50.000.000 86.000.000 Pontianak
INFORMASI INDUSTRI
NASIONAL
3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Persentase industri terdata 42% 50% 55% 60% 60% DKUMP Kota
Industri untuk Informasi dalam SIINAS 6.000.000 30.000.000 50.000.000 86.000.000 Pontianak
Industri untuk 1UI, IPUI,
1UKI dan IPKI
Kewenangan
Kabupaten/Kota
3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
Pengolahan dan Analisis Pengumpulan, Pengolahan dan 6.000.000 15.000.000 25.000.000 46.000.000 Pontianak
Data Industri, Data Analisis Data Industri, Data
Kawasan Industri serta Kawasan Industri serta Data Lain
Data Lain Lingkup Lingkup Kabupaten/Kota Melalui
Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri
Nasional (SlINas)
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Unit Kerja

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
) Indikator Kinerja Tujuan, Capaian Kondisi Kinerja pada akhir P;r::il;at Lokasi
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegllatan dan Sasar.an, Program (outcome), pada Tahun 2024 2025 2026 periode Renstra Perangkat Penanggung-
sub kegiatan Kegiatan (output) dan Sub Awal Daerah (2026) 'anggung
Kegiatan Perencanaan jawab
(2022) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Sistem Informasi Industri
Nasional (SIINas)
3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Jumlah Dokumen Hasil - 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
Informasi dan Analisa Diseminasi dan Publikasi Data - 10.000.000 15.000.000 25.000.000 Pontianak
Industri Kabupaten/Kota Informasi dan Analisis Industri
melalui SlINas Kabupaten/Kota Melalui SlINas
3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
Kepatuhan Perusahaan Pemantauan dan Evaluasi - 5.000.000 10.000.000 15.000.000 Pontianak
Industri dan Perusahaan Kepatuhan Perusahaan Industri
Kawasan Industri Lingkup dan Perusahaan Kawasan
Kabupaten/Kota dalam Industri Lingkup Kabupaten/Kota
Penyampaian Data ke dalam Penyampaian Data ke
SlINas SlINas
Meningkatnya persentase koperasi aktif 95% 97% 97.50% 98% 98% DKUMP Kota
Koperasi yang 438.670.000 479.670.000 523.170.000 1.441.510.000 Pontianak
Aktif
02.17.02 PROGRAM PELAYANAN Persentase Penerbitan Izin 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% DKUMP Kota
1ZIN USAHA SIMPAN Usaha Simpan Pinjam - - 15.000.000 15.000.000 Pontianak
PINJAM
2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Jumlah izin yang diterbitkan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen DKUMP Kota
Simpan Pinjam untuk - - 15.000.000 15.000.000 Pontianak
Koperasi dengan Wilayah
Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/Kota
2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan lzin Jumlah Usaha Simpan Pinjam 1 Unit Usaha 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit DKUMP Kota
Usaha Simpan Pinjam dan dan Pembukaan Kantor Cabang, Usaha - Usaha - Usaha 15.000.000 Usaha 15.000.000 Pontianak
Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor
Cabang, Cabang Kas Koperasi Simpan Pinjam
Pembantu dan Kantor Kas untuk Koperasi dengan Wilayah
Koperasi Simpan Pinjam Keanggotaan dalam Daerah
untuk Koperasi dengan Kabupaten/Kota
Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2.17.02.2.02 Penerbitan Izin jumlah izin yang diterbitkan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
Pembukaan Kantor - - - - Pontianak
Cabang, Cabang
Pembantu dan Kantor
Kas Koperasi Simpan
Pinjam untuk Koperasi
dengan Wilayah
Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/Kota
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Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
) Indikator Kinerja Tujuan, Capaian Kondisi Kinerja pada akhir P;’::i':‘at Lokasi
Tujuan Sasaran Kode Program, Keg.latan dan Sasar.an, Program (outcome), pada Tahun 2024 2025 2026 periode Renstra Perangkat Penanggung-
sub kegiatan Kegiatan (output) dan Sub Awal Daerah (2026) 'anggung
Kegiatan Perencanaan jawab
(2022) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2.17.02.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Jumlah Kantor Cabang, Cabang 1 Unit Usaha 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit DKUMP Kota
Usaha Pembukaan Kantor Pembantu dan Kantor Kas Usaha - Usaha - Usaha - Usaha - Pontianak
Cabang, Cabang Koperasi Simpan Pinjam untuk
Pembantu dan Kantor Kas Koperasi dengan Wilayah
Koperasi Simpan Pinjam Keanggotaan dalam Daerah
untuk Koperasi dengan Kabupaten/Kota
Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
02.17.03 PROGRAM Persentase jumlah koperasi 29% 35% 40% 45% 45% DKUMP Kota
PENGAWASAN DAN yang sesuai ketentuan 21.500.000 33.500.000 45.500.000 100.500.000 Pontianak
PEMERIKSAAN KOPERASI
2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Jumlah Koperasi yang diperiksa 485 Unit 485 Unit 485 Unit 485 Unit 485 Unit DKUMP Kota
Pengawasan Koperasi, dan diawasi Usaha Usaha 21.500.000 Usaha 33.500.000 Usaha 45.500.000 Usaha 100.500.000 Pontianak
Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan
Pinjam Koperasi yang
Wilayah Keanggotaannya
dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Jumlah Koperasi yang telah 512 Unit 512 Unit 512 Unit 512 Unit 512 Unit DKUMP Kota
Pemeriksaan dan dilakukan Pemeriksaan dan Usaha Usaha 21.500.000 Usaha 33.500.000 Usaha 45.500.000 Usaha 100.500.000 Pontianak
Pengawasan Koperasi Pengawasan
yang Wilayah
Keanggotaannya Daerah
Kabupaten/Kota
02.17.04 PROGRAM PENILAIAN Persentase KSP/USP yang 4,00% 5,00% 6,00% 6,00% 6,00% DKUMP Kota
KESEHATAN KSP/USP bernilai SEHAT 3.000.000 30.500.000 42.500.000 76.000.000 Pontianak
KOPERASI
2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Jumlah KSP/USP yang benilai 7 Unit Usaha 8 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit DKUMP Kota
Koperasi Simpan SEHAT Usaha 3.000.000 Usaha 30.500.000 Usaha 42.500.000 Usaha 76.000.000 Pontianak
Pinjam/Unit Simpan
Pinjam Koperasi yang
Wilayah Keanggotaanya
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Jumlah Unit Usaha Koperasi 100 Unit 125 Unit 130 Unit 150 Unit 150 Unit DKUMP Kota
Kesehatan KSP/USP yang Telah Dilakukan Penilaian Usaha Usaha 3.000.000 Usaha 5.500.000 Usaha 7.500.000 Usaha 16.000.000 Pontianak
Koperasi Kewenangan Kesehatan
Kabupaten/Kota
2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Jumlah Koperasi yang Diberikan 10 Unit 20 Unit 25 Unit 30 Unit 30 Unit DKUMP Kota
Koperasi Meliputi Tata Penilaian Kesehatan Usaha Usaha - Usaha 25.000.000 Usaha 35.000.000 Usaha 60.000.000 Pontianak
Kelola, Profil Risiko,
Kinerja Keuangan, dan
Permodalan
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Unit Kerja

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
) Indikator Kinerja Tujuan, Capaian Kondisi Kinerja pada akhir P;r::il;at Lokasi
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegllatan dan Sasar.an, Program (outcome), pada Tahun 2024 2025 2026 periode Renstra Perangkat Penanggung-
sub kegiatan Kegiatan (output) dan Sub Awal Daerah (2026) 'anggung
Kegiatan Perencanaan jawab
(2022) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
02.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN Persentase koperasi yang telah 32% 35% 40% 40% 40% DKUMP Kota
DAN LATIHAN mendapatkan pendidikan dan 410.170.000 410.170.000 410.170.000 1.230.510.000 Pontianak
PERKOPERASIAN latihan perkoperasian
2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Jumlah anggota Koperasi yang 160 Orang 180 Orang 180 Orang 180 Orang 180 Orang DKUMP Kota
Perkoperasian Bagi dilatih 410.170.000 410.170.000 410.170.000 1.230.510.000 Pontianak
Koperasi yang Wilayah
Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/Kota
2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman Jumlah SDM yang Memahami 160 Orang 180 Orang 180 Orang 180 Orang 180 Orang DKUMP Kota
dan Pengetahuan Pengetahuan Perkoperasian 410.170.000 410.170.000 410.170.000 1.230.510.000 Pontianak
Perkoperasian serta
Kapasitas dan Kompetensi
SDM Koperasi
02.17.06 PROGRAM Persentase koperasi yang telah 94% 95% 95% 96% 96% DKUMP Kota
PEMBERDAYAAN DAN mendapatkan pemberdayaan 4.000.000 5.500.000 10.000.000 19.500.000 Pontianak
PERLINDUNGAN dan perlindungan Koperasi
KOPERASI
2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Jumlah pelaksanaan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan DKUMP Kota
Perlindungan Koperasi pemberdayaan dan 4.000.000 5.500.000 10.000.000 19.500.000 Pontianak
yang Keanggotaannya perlindungan Koperasi
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Jumlah Unit Usaha yang 100 Unit 120 Unit 120 Unit 150 Unit 150 Unit DKUMP Kota
Produktivitas, Nilai Produktif, Bernilai Tambah, Usaha Usaha 4.000.000 Usaha 5.500.000 Usaha 10.000.000 Usaha 19.500.000 Pontianak
Tambah, Akses Pasar, Memiliki Akses Pasar, Akses
Akses Pembiayaan, Pembiayaan, Penguatan
Penguatan Kelembagaan, Kelembagaan, Penataan
Penataan Manajemen, Manajemen, Standarisasi, dan
Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
Restrukturisasi Usaha
Meningkatnya Persentase Pertumbuhan usaha 4.3% 5% 5.50% 6% 6% DKUMP Kota
Pemberdayaan mikro baru 13.590.502.090 13.854.524.760 14.186.711.690 41.631.738.540 Pontianak
Usaha Mikro
02.17.07 PROGRAM Persentase Usaha Mikro yang 2.65% 2.85% 2.95% 3% 3% DKUMP Kota
PEMBERDAYAAN USAHA diberdayakan 13.000.000 24.000.000 50.000.000 87.000.000 Pontianak
MENENGAH, USAHA
KECIL, DAN USAHA
MIKRO (UMKM)
2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Jumlah usaha mikro yang 32 Unit 50 Unit 50 Unit 50 Unit 50 Unit DKUMP Kota
Mikro yang Dilakukan diberdayakan Usaha Usaha 13.000.000 Usaha 24.000.000 Usaha 50.000.000 Usaha 87.000.000 Pontianak
melalui Pendataan,
Kemitraan, Kemudahan
Perizinan, Penguatan
Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan
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Unit Kerja

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
) Indikator Kinerja Tujuan, Capaian Kondisi Kinerja pada akhir PE’::s;at Lokasi
Tujuan Sasaran Kode Program, Keglatan dan Sasar.an, Program (outcome}), pada Tahun 2024 2025 2026 periode Renstra Perangkat Penangeung-
sub kegiatan Kegiatan (output) dan Sub Awal Daerah (2026) 'anggung
Kegiatan Perencanaan jawab
(2022) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Jumlah Unit Usaha yang Telah 80 Unit 100 Unit 100 Unit 120 Unit 120 Unit DKUMP Kota
Kemitraan Usaha Mikro Melaksanakan Kemitraan Usaha Usaha Usaha - Usaha - Usaha - Usaha - Pontianak
Mikro
2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Jumlah Usaha Mikro yang Telah 1000 Unit 1100 Unit 1200 Unit 1300 Unit 1300 Unit DKUMP Kota
Perizinan Usaha Mikro Mendapatkan Perizinan Usaha Usaha - Usaha - Usaha - Usaha - Pontianak
2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Jumlah Unit Usaha yang Telah 80 Unit 100 Unit 100 Unit 120 Unit 120 Unit DKUMP Kota
Kelembagaan Potensi dan Menerima Pembinaan dan Usaha Usaha 13.000.000 Usaha 24.000.000 Usaha 50.000.000 Usaha 87.000.000 Pontianak
Pengembangan Usaha Pendampingan Terhadap Usaha
Mikro Mikro
2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Jumlah SDM yang Telah 80 Orang 100 Orang 100 Orang 120 Orang 120 Orang DKUMP Kota
Sinkronisasi dengan Para Melakukan Koordinasi dan - - - - Pontianak
Pemangku Kepentingan Sinkronisasi dengan Para
dalam Pemberdayaan Pemangku Kepentingan dalam
Usaha Mikro Pemberdayaan Usaha Mikro
2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman Jumlah SDM yang Memahami 80 Orang 100 Orang 100 Orang 120 Orang 120 Orang DKUMP
dan Pengetahuan UMKM Pengetahuan Usaha Mikro dan - - - -
serta Kapasitas dan Kewirausahaan
Kompetensi SDM UMKM
dan Kewirausahaan
melalui Pendidikan dan
Pelatihan
02.17.08 PROGRAM Persentase Usaha Mikro yang 0,26% 0.34% 0.37% 0.42% 0.42% DKUMP Kota
PENGEMBANGAN UMKM meningkat skala usahanya 1.147.800.000 1.315.800.000 1.419.800.000 3.883.400.000 Pontianak
2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Jumlah kegiatan fasilitasi dalam 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan DKUMP Kota
Mikro dengan Orientasi rangka pengembangan usaha 1.147.800.000 1.315.800.000 1.419.800.000 3.883.400.000 Pontianak
Peningkatan Skala Usaha mikro
Menjadi Usaha Kecil
2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Jumlah Usaha Mikro yang 80 Unit 100 Unit 100 Unit 120 Unit 120 Unit DKUMP Kota
Mikro Terfasilitasi Usaha Usaha 1.147.800.000 Usaha 1.315.800.000 Usaha 1.419.800.000 Usaha 3.883.400.000 Pontianak
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG Tingkat Kepuasan Bidang 95% 95% 95% 95% 95% DKUMP Kota
URUSAN Terhadap Pelayanan 12.429.702.090 12.514.724.760 12.716.911.690 37.661.338.540 Pontianak
PEMERINTAHAN DAERAH Kesekretariatan
KABUPATEN/KOTA
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Persentase pelaksanaan 100% 100% 100% 100% 100% DKUMP Kota
Penganggaran, dan perencanaan, penganggaran 6.500.000 7.500.000 12.000.000 26.000.000 Pontianak
Evaluasi Kinerja dan evaluasi kinerja Perangkat
Perangkat Daerah Daerah
X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen DKUMP Kota
Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah 5.500.000 6.000.000 10.000.000 21.500.000 Pontianak
Daerah
X.XX.01.2.01.0002 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Koordinasi - - - - Pontianak

RKA-SKPD

Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
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Unit Kerja

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
) Indikator Kinerja Tujuan, Capaian Kondisi Kinerja pada akhir PE’::fa':‘at Lokasi
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegllatan dan Sasar.an, Program (outcome), pada Tahun 2024 2025 2026 periode Renstra Perangkat Penanggung-
sub kegiatan Kegiatan (output) dan Sub Awal Daerah (2026) 'anggung
Kegiatan Perencanaan jawab
(2022) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
X.XX.01.2.01.0003 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil - - - - Pontianak
Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan DKUMP Kota
Penyusunan Laporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja - - - - Pontianak
Capaian Kinerja dan SKPD dan Laporan Hasil
Ikhtisar Realisasi Kinerja Koordinasi Penyusunan Laporan
SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan DKUMP Kota
Daerah Perangkat Daerah 1.000.000 1.500.000 2.000.000 4.500.000 Pontianak
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase pemenuhan 100% 100% 100% 100% 100% DKUMP Kota
Perangkat Daerah administrasi Keuangan 9.000.829.000 8.852.261.000 8.764.947.930 26.618.037.930 Pontianak
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 60 Orang / 65 65 65 65 DKUMP Kota
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN Bulan Orang/Bulan 8.667.859.000 Orang/Bulan 8.519.291.000 Orang/Bulan 8.421.723.000 Orang/Bulan | 25.608.873.000 Pontianak
X.XX.01.2.02.0003 Pelaksanaan Jumlah Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen DKUMP Kota
Penatausahaan dan Penatausahaan dan Pengujian/ 332.970.000 332.970.000 343.224.930 1.009.164.930 Pontianak
Pengujian/Verifikasi Verifikasi Keuangan SKPD
Keuangan SKPD
X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan DKUMP Kota
Penyusunan Laporan Tahun SKPD dan Laporan Hasil - - - - Pontianak
Keuangan Akhir Tahun Koordinasi Penyusunan Laporan
SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD
X.XX.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen DKUMP Kota
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan - - - - Pontianak
Tanggapan Pemeriksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan
X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan DKUMP Kota
Penyusunan Laporan Bulanan/ - - - - Pontianak
Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD
Triwulanan / Semesteran dan Laporan Koordinasi
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik | Persentase pengelolaan 100% 100% 100% 100% 100% DKUMP Kota
Daerah pada Perangkat administrasi barang milik - - - - Pontianak
Daerah daerah pada perangkat daerah
X.XX.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana Kebutuhan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
Kebutuhan Barang Milik Barang Milik Daerah SKPD - - - - Pontianak
Daerah SKPD
X.XX.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Jumlah Laporan Penatausahaan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan DKUMP Kota
Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD - - - - Pontianak
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Unit Kerja

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
) Indikator Kinerja Tujuan, Capaian Kondisi Kinerja pada akhir P;r::il;at Lokasi
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegllatan dan Sasar.an, Program (outcome), pada Tahun 2024 2025 2026 periode Renstra Perangkat Penanggung-
sub kegiatan Kegiatan (output) dan Sub Awal Daerah (2026) 'anggung
Kegiatan Perencanaan jawab
(2022) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
X.XX.01.2.05 Administrasi Persentase pemenuhan 100% 100% 100% 100% 100% DKUMP Kota
Kepegawaian Perangkat administrasi kepegawaian 70.610.000 70.610.000 80.610.000 221.830.000 Pontianak
Daerah perangkat daerah
X.XX.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas 2 Paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket DKUMP Kota
Beserta Atribut Beserta Atribut Kelengkapan 70.610.000 70.610.000 70.610.000 211.830.000 Pontianak
Kelengkapannya
X.XX.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan 2 Orang 5 Orang 5 Orang 5Orang 5 Orang DKUMP Kota
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti - - 5.000.000 5.000.000 Pontianak
Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
X.XX.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti 5 Orang 5 Orang 5Orang 5 Orang 5 Orang DKUMP Kota
Implementasi Peraturan Bimbingan Teknis Implementasi - - 5.000.000 5.000.000 Pontianak
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Persentase pemenuhan 100% 100% 100% 100% 100% DKUMP Kota
Perangkat Daerah administrasi umum perangkat 298.500.000 321.500.000 376.500.000 996.500.000 Pontianak
daerah
X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket DKUMP Kota
Instalasi Instalasi 10.000.000 12.000.000 15.000.000 37.000.000 Pontianak
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Bangunan
Bangunan Kantor Kantor yang
Disediakan
X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan | Jumlah Paket Peralatan dan 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket DKUMP Kota
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 66.000.000 68.000.000 70.000.000 204.000.000 Pontianak
yang Disediakan
X.XX.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket DKUMP Kota
Rumah Tangga Tangga yang Disediakan 12.000.000 13.000.000 15.000.000 40.000.000 Pontianak
X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket DKUMP Kota
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan 30.000.000 38.000.000 40.000.000 108.000.000 Pontianak
X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket DKUMP Kota
Cetakan dan dan Penggandaan yang 25.000.000 30.000.000 35.000.000 90.000.000 Pontianak
Penggandaan Disediakan
X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 12 Dokumen 12 12 12 12 DKUMP Kota
dan Peraturan dan Peraturan Dokumen 5.500.000 Dokumen 5.500.000 Dokumen 6.500.000 Dokumen 17.500.000 Pontianak
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang
Disediakan
X.XX.01.2.06.0007 Penyediaan Jumlah Paket Bahan/Material 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket DKUMP Kota
Bahan/Material yang Disediakan - - - - Pontianak
X.XX.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan DKUMP Kota
Kunjungan Tamu - - - - Pontianak
X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan DKUMP Kota
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat 150.000.000 155.000.000 185.000.000 490.000.000 Pontianak
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
X.XX.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
Dinamis pada SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis - - 5.000.000 5.000.000 Pontianak
pada SKPD
X.XX.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan - Dokumen - Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem - - 5.000.000 5.000.000 Pontianak
Berbasis Elektronik pada Pemerintahan Berbasis
SKPD Elektronik pada SKPD
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Unit Kerja

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
) Indikator Kinerja Tujuan, Capaian Kondisi Kinerja pada akhir P;r::il;at Lokasi
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegllatan dan Sasar.an, Program (outcome), pada Tahun 2024 2025 2026 periode Renstra Perangkat Penanggung-
sub kegiatan Kegiatan (output) dan Sub Awal Daerah (2026) 'anggung
Kegiatan Perencanaan jawab
(2022) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Persentase penyediaan barang 100% 100% 100% 100% 100% DKUMP Kota
Daerah Penunjang milik daerah penunjang urusan 255.000.000 315.000.000 350.000.000 920.000.000 Pontianak
Urusan Pemerintah pemerintah daerah
Daerah
X.XX.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan - Unit - - 1 Unit 1 Unit DKUMP Kota
Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau - - 150.000.000 150.000.000 Pontianak
Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan yang
Disediakan
X.XX.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas - Unit - - 1 Unit 1 Unit DKUMP Kota
Dinas Operasional atau Operasional atau Lapangan yang - - 150.000.000 150.000.000 Pontianak
Lapangan Disediakan
X.XX.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket DKUMP Kota
Disediakan - - - - Pontianak
X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit DKUMP Kota
Mesin Lainnya Lainnya yang Disediakan - - - - Pontianak
X.XX.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Jumlah Unit Aset Tak Berwujud 0 Unit - 1 Unit - 1 Unit DKUMP Kota
Berwujud yang Disediakan - - - - Pontianak
X.XX.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit DKUMP Kota
Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor atau 155.000.000 150.000.000 25.000.000 330.000.000 Pontianak
atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
Disediakan
X.XX.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit DKUMP Kota
Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung Gedung 100.000.000 165.000.000 25.000.000 290.000.000 Pontianak
Gedung Kantor atau Kantor atau Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya yang Disediakan
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Persentase penyediaan jasa 100% 100% 100% 100% 100% DKUMP Kota
Penunjang Urusan penunjang urusan pemerintah 2.533.263.090 2.652.853.760 2.817.853.760 8.003.970.610 Pontianak
Pemerintahan Daerah daerah
X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan DKUMP Kota
Menyurat Surat Menyurat - - 5.000.000 5.000.000 Pontianak
X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan DKUMP Kota
Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber Daya Air 325.000.000 390.000.000 450.000.000 1.165.000.000 Pontianak
Air dan Listrik dan Listrik yang Disediakan
X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan DKUMP Kota
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 2.208.263.090 2.262.853.760 2.362.853.760 6.833.970.610 Pontianak
Disediakan
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Persentase pemeliharaan 100% 100% 100% 100% 100% DKUMP Kota
Milik Daerah Penunjang Barang Milik Daerah 265.000.000 295.000.000 315.000.000 875.000.000 Pontianak
Urusan Pemerintahan Penunjang urusan pemerintah
Daerah daerah
X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit DKUMP Kota
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan yang 65.000.000 70.000.000 75.000.000 210.000.000 Pontianak
Pemeliharaan, Pajak, dan Dipelihara dan Dibayarkan Pajak
Perizinan Kendaraan dan Perizinannya
Dinas Operasional atau
Lapangan
X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin 40 Unit 40 Unit 40 Unit 40 Unit 40 Unit DKUMP Kota
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara 50.000.000 55.000.000 65.000.000 170.000.000 Pontianak
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Unit Kerja

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
) Indikator Kinerja Tujuan, Capaian Kondisi Kinerja pada akhir P;r::il;at Lokasi
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegllatan dan Sasar.an, Program (outcome), pada Tahun 2024 2025 2026 periode Renstra Perangkat Penanggung-
sub kegiatan Kegiatan (output) dan Sub Awal Daerah (2026) 'anggung
Kegiatan Perencanaan jawab
(2022) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit DKUMP Kota
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 150.000.000 170.000.000 175.000.000 495.000.000 Pontianak
Bangunan Lainnya Dipelihara/ Direhabilitasi
3. Tingkat Inflasi 6,35% 3+1 3+1 3+1 3+1 DKUMP Kota
767.483.310 880.692.640 1.169.037.710 2.817.213.660 Pontianak
Terkendalinya Persentase tingkat kecukupan 100% 100% 100% 100% 100% DKUMP Kota
ketersediaan stok sembako dan barang 767.483.310 880.692.640 1.169.037.710 2.817.213.660 Pontianak
stok sembako penting lainnya
dan barang
penting
lainnya
03.30.02 PROGRAM PERIZINAN Persentase pelaku usaha yang 100% 100% 100% 100% 100% DKUMP Kota
DAN PENDAFTARAN memperoleh izin sesuai dengan 16.000.000 38.654.930 83.000.000 137.654.930 Pontianak
PERUSAHAAN ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat
Perbelanjaan dan
IUTM/IUTS/SIUP Toko
Swalayan)
3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Persentase Penerbitan I1zin 100% 100% 100% 100% 100% DKUMP Kota
Pengelolaan Pasar Pengelolaan Pasar Rakyat, - - - - Pontianak
Rakyat, Pusat Pusat Perbelanjaan, dan Izin
Perbelanjaan, dan lzin Usaha Toko Swalayan
Usaha Toko Swalayan
3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Rekomendasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
Komitmen Perolehan Pemenuhan Komitmen - - - - Pontianak
Perizinan Pasar Rakyat, Perolehan Perizinan Pasar
Pusat Perbelanjaan, dan Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan
Toko Swalayan Melalui Toko Swalayan Melalui Sistem
Sistem Pelayanan Pelayanan Perizinan Berusaha
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Terintegrasi Secara
Elektronik
3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Jumlah Penerbitan Tanda Daftar 8 Unit 75 Unit 78 Unit 80 Unit 80 Unit DKUMP Kota
Gudang Gudang Yang dimonitoring - - - - Pontianak
Fasilitasi Penerbitan Jumlah Dokumen Tanda Daftar 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
3.30.02.2.02.0001 Tanda Daftar Gudang Gudang - - - - Pontianak
3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Persentase penerbitan STPW 100% 100% 100% 100% 100% DKUMP Kota
Pendaftaran Waralaba Dalam Negeri yang tepat waktu - - - - Pontianak
(STPW) untuk Penerima
Waralaba dari Waralaba
Dalam Negeri
3.30.02.2.03.0001 Fasilitasi Perizinan Surat Jumlah Dokumen Perizinan Surat 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
Tanda Pendaftaran Tanda Pendaftaran dan/atau - - - - Pontianak
dan/atau Lanjutan Lanjutan Waralaba (STPW)
Waralaba (STPW) Dalam Dalam Negeri Terintegrasi
Negeri Terintegrasi Secara | Secara Elektronik
Elektronik
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Unit Kerja

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
) Indikator Kinerja Tujuan, Capaian Kondisi Kinerja pada akhir P;r::il;at Lokasi
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegllatan dan Sasar.an, Program (outcome), pada Tahun 2024 2025 2026 periode Renstra Perangkat Penanggung-
sub kegiatan Kegiatan (output) dan Sub Awal Daerah (2026) 'anggung
Kegiatan Perencanaan jawab
(2022) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
3.30.02.2.03.0002 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Dokumen yang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
Komitmen Perolehan Diverifikasi sebagai Pemenuhan - - - - Pontianak
Surat Tanda Pendaftaran Komitmen Perolehan Surat
dan/atau Lanjutan Tanda Pendaftaran dan/atau
Waralaba (STPW) Dalam Lanjutan Waralaba (STPW)
Negeri Dalam Negeri
3.30.02.2.04 Penerbitan Surat Tanda Persentase penerbitan STPW 100% 100% 100% 100% 100% DKUMP Kota
Pendaftaran Waralaba Luar Negeri yang tepat waktu - - - - Pontianak
(STPW) untuk Penerima
Waralaba Lanjutan dari
Waralaba Luar Negeri
3.30.02.2.04.0001 Sistem Pelayanan Jumlah Data dan Informasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
Perizinan Lanjutan Surat Sistem Pelayanan Perizinan - - - - Pontianak
Tanda Pendaftaran Lanjutan Surat Tanda
dan/atau Lanjutan Pendaftaran dan/atau Lanjutan
Waralaba (STPW) Waralaba (STPW) Terintegrasi
Terintegrasi Secara Secara Elektronik Luar Negeri
Elektronik Luar Negeri
3.30.02.2.04.0002 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Dokumen yang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
Lanjutan Surat Tanda Diverifikasi sebagai Pemenuhan - - - - Pontianak
Pendaftaran dan/atau Lanjutan Surat Tanda
Lanjutan Waralaba Pendaftaran dan/atau Lanjutan
(STPW) Luar Negeri Waralaba (STPW) Luar Negeri
3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Jumlah Fasilitasi Penerbitan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan DKUMP Kota
Usaha Perdagangan SIUP Minol Gol B dan C 16.000.000 33.654.930 58.000.000 107.654.930 Pontianak
Minuman Beralkohol
Golongan B dan C untuk
Pengecer dan Penjual
Langsung Minum di
Tempat
3.30.02.2.05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Jumlah Surat Izin Usaha 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
I1zin Usaha Perdagangan Perdagangan untuk Pengecer 16.000.000 33.654.930 58.000.000 107.654.930 Pontianak
Minuman Beralkohol dan Penjual Langsung Minuman
Golongan B dan C Beralkohol Golongan B dan C
yang Diterbitkan Melalui Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Jumlah pemeriksaan fasilitas 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan DKUMP Kota
Penyimpanan Bahan penyimpanan bahan berbahaya - 5.000.000 25.000.000 30.000.000 Pontianak
Berbahaya dan dan pengawasan distribusi,
Pengawasan Distribusi, pengemasan, dan pelabelan
Pengemasan dan bahan berbahaya di tingkat
Pelabelan Bahan daerah Kab/Kota
Berbahaya di Tingkat
Daerah Kabupaten/ Kota
3.30.02.2.06.0001 Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan DKUMP Kota
Penyimpanan Bahan Pemeriksaan Penyimpanan - - - - Pontianak
Berbahaya Bahan Berbahaya
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Unit Kerja

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
) Indikator Kinerja Tujuan, Capaian Kondisi Kinerja pada akhir P;r::il;at Lokasi
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegllatan dan Sasar.an, Program (outcome), pada Tahun 2024 2025 2026 periode Renstra Perangkat Penanggung-
sub kegiatan Kegiatan (output) dan Sub Awal Daerah (2026) 'anggung
Kegiatan Perencanaan jawab
(2022) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
3.30.02.2.06.0002 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
Komitmen Pemeriksaan Proses Pemenuhan Komitmen - - - - Pontianak
Distribusi Bahan Pemeriksaan Distribusi Bahan
Berbahaya bagi P-B2 dan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2
PA-B2
3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan DKUMP Kota
Pengemasan dan Pengawasan Distribusi, - 5.000.000 25.000.000 30.000.000 Pontianak
Pelabelan Bahan Pengemasan dan Pelabelan
Berbahaya Terhadap Bahan Berbahaya Terhadap
Pengguna Akhir Bahan Distributor B2, Pengguna Akhir
Berbahaya (PA-B2) Bahan Berbahaya (PA-B2)
maupun Produsen B2 (P- maupun Produsen B2 (P-B2)
B2)
3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Persentase penerbitan SPKA 100% 100% 100% 100% 100% DKUMP Kota
Keterangan Asal (Bagi yang tepat waktu - - - - Pontianak
Daerah Kabupaten/Kota
yang Telah Ditetapkan
sebagai Instansi Penerbit
Surat Keterangan Asal)
3.30.02.2.07.0001 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Penerbitan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
Sinkronisasi Layanan Surat Keterangan - - - - Pontianak
Penerbitan SKA Asal
03.30.04 PROGRAM STABILISASI 1. Persentase Koefisien variasi 2% 2% 3% 3% 3% DKUMP Kota
HARGA BARANG harga antar waktu 349.445.600 405.000.000 459.000.000 1.213.445.600 Pontianak
KEBUTUHAN POKOK DAN 2. Persentase kinerja realisasi 50% 60% 60% 70% 70% DKUMP Kota
BARANG PENTING pupuk Pontianak
3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Jumlah Laporan Ketersediaan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan DKUMP Kota
Barang Kebutuhan Pokok Barang Kebutuhan Pokok dan 7.000.000 45.000.000 79.000.000 131.000.000 Pontianak
dan Barang Penting di Barang Penting.
Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi dan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan DKUMP Kota
Sinkronisasi Ketersediaan Sinkronisasi Ketersediaan Barang - 15.000.000 25.000.000 40.000.000 Pontianak
Barang Kebutuhan Pokok Kebutuhan Pokok dan Barang
dan Barang Penting di Penting di Tingkat Agen dan
Tingkat Agen dan Pasar Pasar Rakyat
Rakyat
3.30.04.2.01.0002 Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi dan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan DKUMP Kota
Sinkronisasi Peningkatan Sinkronisasi Peningkatan - 15.000.000 25.000.000 40.000.000 Pontianak
Aksesibilitas Barang Aksesibilitas Barang Kebutuhan
Kebutuhan Pokok dan Pokok dan Barang Penting di
Barang Penting di Tingkat Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
Agen dan Pasar Rakyat
3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Jumlah Laporan Pengendalian 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan DKUMP Kota
Ketersediaan Barang Stok atau Ketersediaan Barang 7.000.000 15.000.000 29.000.000 51.000.000 Pontianak
Kebutuhan Pokok dan Kebutuhan Pokok dan Barang
Barang Penting di Tingkat Penting di Tingkat Agen dan
Agen dan Pasar Rakyat Pasar Rakyat
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Unit Kerja

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
) Indikator Kinerja Tujuan, Capaian Kondisi Kinerja pada akhir P;r::il;at Lokasi
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegllatan dan Sasar.an, Program (outcome), pada Tahun 2024 2025 2026 periode Renstra Perangkat Penanggung-
sub kegiatan Kegiatan (output) dan Sub Awal Daerah (2026) 'anggung
Kegiatan Perencanaan jawab
(2022) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Jumlah laporan dalam rangka 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan DKUMP Kota
Stok Barang Kebutuhan pengendalian harga dan Stok 342.445.600 360.000.000 380.000.000 1.082.445.600 Pontianak
Pokok dan Barang Barang Kebutuhan Pokok dan
Penting di Tingkat Pasar Barang Penting di Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota
3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Jumlah Laporan Pemantauan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan DKUMP Kota
Stok Barang Kebutuhan Harga dan Stok Barang - - 15.000.000 15.000.000 Pontianak
Pokok dan Barang Penting | Kebutuhan Pokok dan Barang
pada Pelaku Usaha Penting pada Pelaku Usaha
Distribusi Barang dalam 1 Distribusi Barang dalam 1 (Satu)
(Satu) Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Jumlah Laporan Pemantauan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan DKUMP Kota
Stok Barang Kebutuhan Harga dan Stok Barang 42.445.600 60.000.000 65.000.000 167.445.600 Pontianak
Pokok dan Barang Penting | Kebutuhan Pokok dan Barang
pada Pasar Rakyat yang Penting pada Pasar Rakyat yang
Terintegrasi dalam Sistem Terintegrasi dalam Sistem
Informasi Perdagangan Informasi Perdagangan
3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Jumlah Laporan Pelaksanaan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan DKUMP Kota
Pasar Reguler dan Pasar Operasi Pasar Reguler dan Pasar 300.000.000 300.000.000 300.000.000 900.000.000 Pontianak
Khusus yang Berdampak Khusus yang Berdampak dalam 1
dalam 1 (Satu) (Satu) Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Jumlah Pengawasan Pupuk dan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan DKUMP Kota
Pestisida Bersubsidi di Pestisida bersubsidi - - - - Pontianak
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
3.30.04.2.03.0001 Pemeriksaan Kelengkapan | Jumlah Dokumen Kelengkapan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen DKUMP Kota
Legalitas Dokumen Legalitas Dokumen Perizinan - - - - Pontianak
Perizinan
3.30.04.2.03.0002 Pengawasan Pengadaan Jumlah Laporan Pengawasan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan DKUMP Kota
Pupuk dan Pestisida Pengadaan Pupuk dan Pestisida - - - - Pontianak
Bersubsidi Bersubsidi
3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran Jumlah Laporan Pengawasan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan DKUMP Kota
dan Penggunaan Pupuk Penyaluran dan Penggunaan - - - - Pontianak
dan Pestisida Bersubsidi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
dengan Realisasi Minimal 90%
03.30.05 PROGRAM Persentase Pelaku Usaha Ekspor 50% 60% 60% 70% 70% DKUMP Kota
PENGEMBANGAN yang dibina - - 130.000.000 130.000.000 Pontianak
EKSPOR
3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Jumlah Pelaksanaan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan DKUMP Kota
Promosi Dagang melalui Penyelenggaraan Promosi dan - - 130.000.000 130.000.000 Pontianak
Pameran Dagang dan Misi Dagang
Misi Dagang bagi Produk
Ekspor Unggulan yang
terdapat pada 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
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Unit Kerja

Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
) Indikator Kinerja Tujuan, Capaian Kondisi Kinerja pada akhir P;r::il;at Lokasi
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegllatan dan Sasar.an, Program (outcome), pada Tahun 2024 2025 2026 periode Renstra Perangkat Penanggung-
sub kegiatan Kegiatan (output) dan Sub Awal Daerah (2026) 'anggung
Kegiatan Perencanaan jawab
(2022) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang 5 Pelaku 5 Pelaku 5 Pelaku 5 Pelaku 5 Pelaku DKUMP Kota
Difasilitasi dalam Pameran Usaha Usaha - Usaha - Usaha - Usaha - Pontianak
Dagang
3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang 5 Pelaku 5 Pelaku 5 Pelaku 5 Pelaku 5 Pelaku DKUMP Kota
Difasilitasi dalam Pameran Usaha Usaha - Usaha - Usaha - Usaha - Pontianak
Dagang Lokal
3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Jumlah Pelaku Usaha yang 5 Pelaku 5 Pelaku 5 Pelaku 5 Pelaku 5 Pelaku DKUMP Kota
Ekspor Unggulan Difasilitasi dalam Misi Dagang Usaha Usaha - Usaha - Usaha 100.000.000 Usaha 100.000.000 Pontianak
Produk Ekspor Unggulan
3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Jumlah Produk Unggulan Ekspor 2 Produk 2 Produk 2 Produk 2 Produk 2 Produk DKUMP Kota
Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi - - 30.000.000 30.000.000 Pontianak
Materi Promosi
03.30.06 PROGRAM Persentase alat-alat ukur, takar, 100% 100% 100% 100% 100% DKUMP Kota
STANDARDISASI DAN timbang dan perlengkapannya ( 102.037.710 137.037.710 147.037.710 386.113.130 Pontianak
PERLINDUNGAN UTTP ) bertanda tera sah yang
KONSUMEN berlaku
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, 17802 Unit 17900 Unit 18000 Unit 18000 Unit 18000 Unit DKUMP Kota
Legal, Berupa Tera, Tera Alat Timbang, dan Alat 102.037.710 137.037.710 147.037.710 386.113.130 Pontianak
Ulang, dan Pengawasan Perlengkapan Ditera Ulang
3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, 17802 Unit 17900 Unit 18000 Unit 18000 Unit 18000 Unit DKUMP Kota
Legal, Berupa Tera, Tera Alat Timbang, dan Alat 102.037.710 137.037.710 147.037.710 386.113.130 Pontianak
Ulang Perlengkapan Ditera Ulang
3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Jumlah Pelaku Usaha di Bidang 50 Orang 70 Orang 80 Orang 100 Orang 100 Orang DKUMP Kota
Metrologi Legal Metrologi Legal yang Dibina - - - Pontianak
3.30.06.2.01.0003 Penyidikan Metrologi Jumlah Unit Hasil Penyidikan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit DKUMP Kota
Legal Metrologi Legal - - - - Pontianak
03.30.07 PROGRAM Persentase Usaha Mikro yang 0,27% 0,27% 0,40% 0,53% 0,53% DKUMP Kota
PENGGUNAAN DAN melakukan pemasaran dan 300.000.000 300.000.000 375.000.000 950.000.000 Pontianak
PEMASARAN PRODUK Peningkatan Penggunaan
DALAM NEGERI Produk Dalam Negeri
3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Jumlah Usaha Mikro yang 50 Unit 50 Unit 75 Unit 100 Unit 100 Unit DKUMP Kota
Pemasaran dan melakukan pemasaran dan Usaha Usaha 300.000.000 Usaha 300.000.000 Usaha 375.000.000 Usaha 950.000.000 Pontianak
Peningkatan Penggunaan Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri Produk Dalam Negeri
3.30.07.2.01.0004 Pemberdayaan Jumlah Orang yang Mengikuti 15 Orang 25 Orang 30 Orang 35 Orang 35 Orang DKUMP Kota
Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat 25.000.000 25.000.000 Pontianak
Peningkatan Penggunaan dalam Peningkatan Penggunaan
dan Pemanfaatan dan Pemanfaatan Sandang
Sandang Produksi Dalam Produksi Dalam Negeri
Negeri
3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Jumlah UMKM yang 15 UMKM 25 UMKM 30 UMKM 35 UMKM 35 UMKM DKUMP Kota
Penggunaan Produk memperoleh fasilitasi Promosi - - 50.000.000 50.000.000 Pontianak
Dalam Negeri di Tingkat Penggunaan Produk Dalam
Kabupaten/Kota Negeri di Tingkat
Kabupaten/Kota
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Data

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Tujuan, Capaian Kondisi Kinerja pada akhir Perangl;‘at )
: Daera Lokasi
Tujuan Sasaran Kode Program, Keglatan dan Sasar.an, Program (outcome}), pada Tahun 2024 2025 2026 periode Renstra Perangkat Penangeung-
sub kegiatan Kegiatan (output) dan Sub Awal Daerah (2026) 'anggung
Kegiatan Perencanaan jawab
(2022) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Jumlah UMKM yang 50 UMKM 50 UMKM 75 UMKM 100 UMKM 100 UMKM DKUMP Kota
Peningkatan Penggunaan memperoleh fasilitasi 300.000.000 300.000.000 300.000.000 900.000.000 Pontianak
Produk Dalam Negeri di pemasaran produk dalam negeri
Tingkat Kabupaten/Kota melalui kemitraan dengan retail,
marketplace, perhotelan dan
jasa akomodasi
Pagu 2024 Pagu 2025 Pagu 2026 Akhir
16.627.329.000 17.478.761.000 18.381.193.000 52.445.783.000
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PENGHIDUPAN YANG LAYAK DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN .

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangata Pontianak mendukung
tujuan pada RPD Kota Pontianak Tahun 2024 — 2086é paujuan IV : “TERCIPTANYA
PEMBANGUNAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING DISERTAI

Tujuan 4 : Terciptanya Pembangunan Ekonomi YandusikDan Berdaya Saing Disertai

Penghidupan Yang Layak Dan Pemerataan Kesejahteraan

Indikator : Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusi]iP

Sasaran Tujuan ke 4:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Tujuan ke 4:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

2. Tingkat Inflasi

Tabel VII.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacwapaguan dan Sasaran RPD Kota
Pontianak Tahun 2024-2026 Adalah sebagai berikut :

Kondisi -
Kinerja Target Capaian Setiap Kondisi
- Pada Awal Tahun Kinerja Pada
NE IelliEels Periode RPD Akhir Periode
Tahun 2022 | 2024 | 2025 | 2026 RPD
1 2 3 4 5 6 7
| | Laiu PDRB Sektor 4,97% 4,98%| 4,999 5,00% 5,00%
Perdagangan
i | Laju PDRB Sektor 474% | 475%| 47794 4,80% 4,80%
Industri
Persentase Jumlah Sarang
Distribusi Perdagangan 60% 75% 80% 85% 85%
yang Dimanfaatkan
Persentase Koperasi Aktif 95% 97%  97,5p%©8% 98%
Persenta_se Pertumbuhan 4.30% 506 5.50% 6% 6%
Usaha Mikro Bar
Persentase Pertumbuhan
Jumlah Pelaku Industri 2,36% 2,50%| 2,60% 2,80% 2,80%
Kecil
[ll [Tingkat Inflasi 6,35% 3+1 3+1 3+1 3+1
Persentase Tingkat
Kecukupan Stok Sembako 100% 100% | 100%| 1009 100%
dan Barang Penting Lainn
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BAB VIIi
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UsakaoMan Perdagangan Kota
Pontianak Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumeenganaan yang disusun berdasarkan
RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026, Permendagriodd@@ Tahun 2019 dan Keputusan
Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang merupakegkaian rencana tindakan dan
kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada yesi ingin dicapai selama kurun waktu

sampai 3 (tiga) tahun ke depan.

Rencana Strategis mengandung tujuan, sasarafakabidan program yang harus
diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisadamd rangka pencapaian tujuan dan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kopeusaha Mikro dan Perdagangan Kota

Pontianak.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UsaikaoMian Perdagangan Kota
Pontianak tahun 2024-2026 merupakan pedoman daagyupunan Rencana Kerja Tahunan,

yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi daralapelaksanaan atas kinerja tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumbga tan yang dimiliki dinas,
penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipalsaligus menjawab tuntutan

perkembangan lingkungan strategis baik di intemaslimaupun di lingkup Kota Pontianak.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Kopdussiha Mikro dan Perdagangan
Kota Pontianak tahun 2024-2026 semoga dapat beaatabfgi semua pihak, dan mampu
mendorong pencapaian Tujuan RPD Kota Pontianak k&ahtin 2024 — 2026 vyaitu
"Terciptanya Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berdaya Saing Disertai

Penghidupan Yang Layak Dan Pemerataan Kesejahteradn

WALI KOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO
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